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MOTTO 

تٍ مَنُوا مِنْكُمْ كَالَّذِيْنَ اكُْتوُا الْعِلْمَ دَرَج  يػَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ ا    
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Q.S al-Mujadalah: 11) 

“Teruslah melangkah meski terasa berat, yakinlah bahwa kamu bisa, kamu kuat, 

kamu hebat, dan kamu spesial” 
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STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH 

AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VOUCHER PADA 

SHOPEE MEMBER 

ABSTRAK 

JIHAN RIFKA AULIA 

NIM. 1817304015 

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Madzhab 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Jual beli online dapat dilakukan melalui web, media sosial, dan beragam 

aplikasi online shop seperti aplikasi shopee. Pada aplikasi shopee terdapat fitur 

shopee member yang memberikan banyak keuntungan. Sebagian besar 

keuntungan yang didapat yaitu berupa voucher. Terdapat sebuah lembaga fatwa 

yang membahas mengenai voucher atau kartu diskon. Dalam fatwanya dijelaskan 

bahwa voucher atau kartu diskon tersebut mengandung unsur gharar dan unsur-

unsur lain yang membuat voucher dilarang untuk diterbitkan maupun digunakan. 

Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana penggunaan 

voucher shopee member dalam transaksi jual beli dan bagaimana perbandingan 

hukum penggunaan voucher shopee member menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa 

al-Lajnah ad-Da>imah. 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (library 

research), dengan sumber primer yang digunakan yaitu aplikasi shopee, fatwa 

DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher 

Multi Manfaat Syariah, dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah li al-Buh}u>s| al-Ilmiyyah 

wa al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114. Adapun pendekatan penelitian yang 

gunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan metode pengumpulan data yang 

di gunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini ada dua, yaitu: content analysis dan metode komparatif. 

Penggunaan voucher shopee member dalam transaksi jual beli yaitu 

sebagai alat untuk mendapatkan potongan harga (diskon). Sehingga penggunaan 

voucher dalam transaksi jual beli termasuk kedalam bai’ al-muwada’ah, yaitu jual 

beli dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dilakukan 

dengan potongan/diskon. Analisis hukum penggunaan voucher shopee member 

menurut fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 boleh digunakan baik 

untuk voucher gratis maupun voucher berbayar. Karena menurut DSN-MUI, 

keuntungan atau manfaat yang berasal dari voucher shopee member bukan 

termasuk kedalam riba melainkan sebagai hibah (pemberian). Sedangkan hukum 

penggunaan voucher shopee member menurut fatwa al-Lajnah ad-Da>imah no. 

19114 yaitu boleh digunakan untuk voucher gratis dan terlarang untuk voucher 

berbayar. Karena tidak terdapat unsur gharar dan riba pada voucher yang 

didapatkan secara cuma-cuma dan terdapat unsur gharar dan riba pada voucher 

yang didapatkan secara berbayar. Pendapat yang paling kuat dan paling relevan 

digunakan di masyarakat adalah pendapat dari fatwa DSN-MUI. 

Kata kunci: Voucher, Shopee, Perbandingan, DSN-MUI, Al-Lajnah ad-Da>imah  
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Penulisan kata dalam bentuk Arab-Latin pada karya tulis penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 

158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988 sebagai 

berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 S|a s| es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 H}a h} Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 S}ad s} es (dengan titik dibawah) ص

 D}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 T}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 Z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ain „_ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ؼ

 Qaf q ki ؽ

 Kaf k ka ؾ

 Lam l el ؿ

 Mim m em ـ

 Nun n en ف

 Wau w we ك

 Ha h ha ق

 Hamzah _‟ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal 

Berikut ini macam-macam vokal dalam Bahasa Arab, diantaranya: 

1. Vokal Pendek 

 ََ  Fath}ah ditulis a 

 َِ  Kasrah ditulis i 

 َُ  D}ammah ditulis u 

 

2. Vokal Panjang 

1 Fath}ah + alif ditulis a> 

 ditulis Ja>hiliyyah جَاىِلِيَّة 

2 Fath}ah + ya>’ mati ditulis a> 



 

x 

 

 <ditulis Tansa تنَسَيْ  

3 Kasrah + ya>’ mati ditulis i> 

 ditulis Kari>m كَريِْ  

4 D}ammah + wawu mati ditulis u> 

 ditulis Taku>na تَكُوْفَ  

 

3. Vokal Rangkap 

1 Fath}ah + ya>’ mati ditulis ai 

نَكُم   ditulis Bainakum بػَيػْ

2 Fath}ah + wawu mati ditulis au 

 ditulis Fasaufa فَسَوْؼَ  

 

C. Ta>’ Marbu>tah 

1. Apabila Ta>’ Marbu>tah dimatikan, maka ditulis h: 

 ditulis Tija>rah تَِِارةَ

 ditulis H}ikmah حِكمَة

 

2. Apabila kata sandang “al” mengikuti Ta>’ Marbu>tah dan kedua kata 

memiliki bacaan yang terpisah, maka ditulis h: 

 ’<ditulis Kara>mah al-auliya كَراَمَة الأكليَاء

 

3. Apabila Ta>’ Marbu>tah hidup karena adanya harakat baik berupa fath}ah, 

kasrah, atau d}ammah, maka ditulis t: 

 ditulis Ni’matulla>h نعِمَةُ الله

 

D. Syaddah atau Tasydid 

 َـحَرَّ   ditulis H}arrama 
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 ditulis Ah}alla اَحَلَّ 

 

E. Kata Sandang 

1. Apabila diikuti oleh huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-bai’a البػَيْعَ 

 ditulis Al-h}ara>ma القِيَاس

 

2. Apabila diikuti oleh huruf Syamsiyyah 

 ditulis Asy-syait}a>nu الشَّيْطاَفُ 

 ditulis An-na>su النَّاسُ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu tidak lepas dari hubungan antar 

sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka satu sama lain. Demi 

memenuhi kebutuhan tersebut, maka terjadi sebuah akad saling bertukar 

barang/harta dengan adanya kerelaan satu sama lain yang biasa dinamakan 

sebagai jual beli. Menurut Muhammad Djakfar, jual beli merupakan salah 

satu jenis bisnis (tija>rah) yang dilakukan untuk mendapatkan laba/profit dari 

transaksi tersebut.
1
 Sedangkan islam memandang jual beli sebagai bagian dari 

ta’a>wun atau sarana untuk saling membantu satu sama lain antar sesama 

manusia. Maka dari itu, seseorang yang sedang melakukan transaksi jual beli 

tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang hanya menginginkan sebuah 

keuntungan/profit.
2
 

Menurut pandangan fikih, istilah jual beli disebut juga dengan al-bai’ 

artinya menjual atau mengganti. Selain memiliki arti menjual, kata al-bai’ 

juga dapat diartikan sebagai makna kebalikannya, yaitu asy-syira> yang artinya 

beli. Sehingga kata al-bai’ dapat berarti menjual dan juga berarti membeli.
3
 

Menurut Wahbah az-Zuhaily, jual beli adalah saling bertukar sesuatu dengan 

sesuatu. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah saling bertukar harta dengan 

                                                           
1
 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional 

dengan Syariah (Malang: UIN-Malang Press, 2019), hlm. 170. 
2
 Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual 

Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan 

Ramayana Kota Salatiga”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 

97. 
3
 Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67. 



2 

 

 
 

harta pula selama kedua belah pihak sama-sama suka. Para ulama mazhab 

juga berpendapat mengenai makna dari jual beli. Jual beli menurut ulama 

Hanafiyah adalah saling bertukar harta dengan harta atau saling bertukar 

sesuatu dengan sesuatu menggunakan sebuah cara yang berfaedah.
4
 

Sedangkan menurut 3 (tiga) ulama yang lain yaitu ulama Malikiyyah, 

Syafi‟iyyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa jual beli adalah 

bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan melalui cara saling bertukar 

harta dengan harta pula.
5
 Landasan hukum jual beli terdapat pada surah Al-

Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman: 

اكَاَحَلَّ اللهُ البَيعَ كَحَرََّـ الرِّبػَو    
 

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6
 

 

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah SWT telah membolehkan 

transaksi jual beli dan melarang segala bentuk riba. Walaupun keduanya 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun ada perbedaan 

diantara keduanya.
7
 

Selain ayat di atas, jual beli juga dijelaskan pada surah an-Nisa: 29, yang 

berbunyi: 

نَكُم باِلبَاطِلِ اِلََّ  ايَػُّهَا الَّذِينَ ا  ي    افَ تَكُوفَ تَِِارةًَ عَن تػَراَضٍ مِّنكُم  مَنُوا لََتأَكُلُوآ امَْوَالَكُم بػَيػْ
 كَلََ تقَتػُلُوآ انَفُسَكُم اِفَّ الَله كَافَ بِكُم رَحِيمًا

 

                                                           
4
 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, hlm. 172. 

5
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101. 

6
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur‟an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/, 

diakses 10 Januari 2023. 
7
 Muhammad Amin Suma,Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm. 

173-174. 
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), 

kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha 

Penyayang kepadamu.
8
  

 

Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua kegiatan manusia 

sudah dapat dilakukan dengan teknologi. Salah satunya adalah kegiatan di 

bidang ekonomi yaitu jual beli. Karena terus berkembangnya teknologi, 

penjual dan pembeli yang semula  melakukan jual beli di tempat yang sama, 

kini dapat dilakukan di tempat berbeda dengan memanfaatkan jaringan 

internet baik menggunakan android, laptop, ataupun perangkat lainnya. 

Transaksi semacam ini biasa disebut dengan e-commerce atau jual beli online. 

E-Commerce merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli di ruang siber 

(dunia maya) untuk saling berjual beli baik berupa barang atau jasa 

menggunakan jaringan internet atau secara online. Jual beli online juga bisa 

diartikan sebagai cara berdagang atau berbelanja secara online dengan 

memanfaatkan jaringan internet baik melalui web/website yang memiliki 

pelayanan “get and deliver”.
9
 

E-Commerce dapat dilakukan melalui web, media sosial, dan beragam 

aplikasi online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, 

dan lain sebagainya. Dari pengamatan peneliti, aplikasi online shop yang 

paling diminati saat ini ialah aplikasi shopee, melihat dari banyaknya orang 

yang mengunduh aplikasi tersebut hingga 100 jt+ downloader. Shopee adalah 

                                                           
8
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur‟an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/, 

diakses 10 Januari 2023. 
9
 Meida Lutfi Samawi, “Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Ad-Deenar 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, hlm. 53-54. 
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platform terdepan yang ada di Taiwan dan Asia Tenggara yang menyediakan 

wadah bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli secara 

online.  Aplikasi shopee pertama kali launching pada tahun 2015. Shopee 

merupakan aplikasi yang mengutamakan kepuasan pengguna dengan 

memberikan fasilitas berbelanja yang mudah, cepat, dan aman, serta telah 

disesuaikan untuk setiap wilayah.
10

 

Pada aplikasi shopee terdapat berbagai fitur yang memudahkan dan 

memberikan keuntungan kepada pengguna. Salah satunya ialah menjadi 

bagian dari shopee member. Shopee member merupakan program bertingkat 

dengan beragam keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pengguna. 

Apabila pengguna bertransaksi dan menyelesaikan pesanan sesuai dengan 

target yang telah ditentukan, maka pengguna bisa naik ke level selanjutnya 

dengan keuntungan yang lebih banyak. Shopee member memiliki beberapa 

level yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah 

diselesaikan. Level pada shopee member ada 4 tingkatan yaitu: classic, silver, 

gold, dan platinum.
11

 

Shopee member menyediakan banyak keuntungan bagi pengguna. 

Keuntungan yang bisa didapatkan pada shopee member diantaranya: voucher 

gratis ongkir, voucher cashback, voucher shopee food, koleksi eksklusif, 

shopee member day, cs prioritas, promo partner, dan masih banyak lagi. 

Semakin tinggi level yang diraih, maka semakin banyak keuntungan yang 

                                                           
10

 Anonim, “Shopee adalah Platform Belanja online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan”,  

https://careers.shopee.co.id., di akses 21 November 2022 
11 Anonim, “Shopee Member: Apa itu Shopee Member?”, https://help.shopee.co.id., diakses 

21 November 2022. 
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didapat. Sebagian besar keuntungan yang didapat pada shopee member ialah 

beragam voucher menarik. Dalam KBBI, voucher atau voucer adalah 

kupon/kartu yang dapat dipakai oleh penerimanya untuk mendapatkan diskon 

atau gratis pada saat berbelanja baik berupa potongan harga terhadap 

pembelian, layanan, dan sebagainya setelah penerimanya memenuhi syarat 

yang sudah ditentukan.
12

 Voucher pada shopee member adalah pernyataan 

tertulis atau kupon yang menunjukkan banyaknya keuntungan sesuai dengan 

tingkatan (level) yang diraih pada shopee member. 

Terdapat sebuah lembaga fatwa yang membahas mengenai voucher atau 

kartu diskon. Dalam fatwanya dijelaskan bahwa voucher atau kartu diskon 

tersebut mengandung unsur gharar dan unsur-unsur lain yang membuat 

voucher dilarang untuk diterbitkan maupun digunakan. Lembaga fatwa 

tersebut adalah lembaga fatwa al-Lajnah ad-Da>imah.
13

 Selain itu, terdapat 

juga lembaga fatwa yang membolehkan penggunaan voucher atau kartu 

diskon selama penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga 

fatwa yang membolehkan penggunaan voucher ini adalah lembaga fatwa 

DSN-MUI.
14

 

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui penggunaan voucher shopee member dalam transaksi jual beli 

dan perbandingan hukum penggunaan voucher shopee member menurut fatwa 

                                                           
12

 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI 

Daring,  https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses 2 Desember 2022.  
13

 Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi, Fata>wa Al-Lajnah ad-Da>imah Li Al-Buh}u>s| Al-
‘Ilmiyyah Wa Al-Ifta>’ (Jilid 14: Al-Buyu>’) no 19114 (Riyad: Dar al-Muayyid, 1409), hlm. 12-16. 

14
 Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang 

Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2015), hlm. 4. 
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DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah. Sehingga peneliti ingin 

melakukan dan mengangkat permasalahan ini menjadi karya tulis skripsi 

dengan judul STUDI KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA 

AL-LAJNAH AD-DAIMAH TENTANG HUKUM PENGGUNAAN 

VOUCHER PADA SHOPEE MEMBER. 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan makna sebuah istilah yang terdiri dari 

unsur-unsur yang ada pada istilah tersebut. Agar tercapainya pengertian yang 

sepaham dan menghindari adanya kesalahpahaman, maka perlu adanya 

batasan terhadap istilah yang dianggap penting pada penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Fatwa DSN-MUI 

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di 

bawah MUI. DSN-MUI merupakan lembaga yang mempunyai otoritas 

dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah.
15

 Pada tahun 2021 

DSN-MUI telah menerbitkan dan mengesahkan sebanyak 143 fatwa.
16

 

Pada penelitian ini, fatwa DSN-MUI yang digunakan adalah fatwa DSN-

MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher 

Multi Manfaat Syariah. 

 

                                                           
15

 Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya 

pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 162-163. 
16

 Anonim, “Rapat Pleno Pengesahan Fatwa DSN-MUI Tahun 2021”, https://dsnmui.or.id., 

diakses 26 November 2022. 
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2. Fatwa Al-Lajnah ad-Da>imah 

Al-Lajnah ad-Da>imah merupakan lajnah terkemuka di Arab Saudi 

yang memiliki ulama-ulama senior dengan kredibilitas tinggi pada bidang 

ilmiah dan keislaman.
17

 Fatwa al-Lajnah ad-Da>imah yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Fata>wa al-Lajnah ad-Da>imah li al-Buh}u>s| al-

‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114. Alasan pemilihan 

fatwa al-Lajnah ad-Da>imah ini karena kartu diskon pada fatwa tersebut 

memiliki kesamaan dengan voucher shopee member, diantaranya: 

keduanya merupakan kartu yang didapatkan karena keikutsertaan sebagai 

anggota atau member dan keduanya merupakan kartu yang digunakan 

untuk mendapatkan diskon pada saat melakukan transaksi jual beli. 

3. Voucher Shopee Member 

Dalam KBBI, voucher atau voucer adalah kupon/kartu yang dapat 

dipakai oleh penerimanya untuk mendapatkan diskon atau gratis pada saat 

berbelanja baik berupa potongan harga terhadap pembelian, layanan, dan 

sebagainya setelah penerimanya memenuhi syarat yang sudah 

ditentukan.
18

 Shopee member merupakan program bertingkat dengan 

beragam keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pengguna. Voucher 

shopee member ialah voucher yang ada pada fitur shopee member dalam 

bentuk kupon yang menunjukkan banyaknya keuntungan sesuai dengan 

tingkatan (level) yang diraih pada shopee member. Voucher pada shopee 

                                                           
17

 Mohammad Ridwanullah, “Profil Singkat Al-Lajnah Ad-Daimah”. 

https://www.zaad.my.id., diakses 26 November 2022. 
18

 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI 

Daring,  https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses 2 Desember 2022. 
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member diantaranya: voucher cashback, voucher diskon, voucher gratis 

ongkir dan lain sebagainya. Shopee member memiliki beberapa level 

yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah 

diselesaikan. Level pada shopee member ada 4 tingkatan yaitu: classic, 

silver, gold, dan platinum.
19

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, maka dapat 

diketahui beberapa masalah yang dapat dirumuskan, diantaranya: 

1. Bagaimana Penggunaan Voucher pada Shopee Member? 

2. Bagaimana Hukum Penggunaan Voucher pada Shopee Member Menurut 

Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Da>imah ? 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka 

dapat diketahui tujuan dari penelitian diantaranya: 

a. Untuk Mengetahui tentang Penggunaan Voucher pada Shopee 

Member. 

b. Untuk Mengetahui tentang Hukum Penggunaan Voucher pada Shopee 

Member Menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Da>imah. 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan hasil dari 

penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat, diantaranya: 

                                                           
19

 Anonim, “Shopee Member: Apa itu Shopee Member?”, https://help.shopee.co.id., diakses 

21 November 2022. 
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a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan ilmu dari segi 

teoritis, serta dapat memberikan informasi dan meningkatkan 

wawasan pengetahuan mengenai hukum tentang praktik penggunaan 

voucher yang ada pada shopee member menurut fatwa DSN-MUI dan 

fatwa al-Lajnah ad-Da>imah. Penelitian ini merupakan kontribusi di 

bidang hukum islam. 

b. Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis yang diharapkan 

mampu memberikan manfaat baik bagi para akademisi ataupun bagi 

penulis. Manfaat bagi para mahasiswa/akademisi salah satunya 

adalah sebagai referensi atau pustaka pada karya-karya yang akan 

datang. Sedangkan bagi penulis adalah sebagai salah satu cara untuk 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini dijadikan sebagai pembanding untuk 

menemukan perbedaan dan persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya 

yang sejenis dengan penelitian ini. Kajian Pustaka dapat berupa buku, jurnal, 

skripsi, artikel, atau penelitian lain yang sejenis. Adapun beberapa karya tulis 

yang dijadikan sebagai kajian pustaka diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi berjudul “Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN-MUI) dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA) tentang 

Hukum Diskon Go-pay”. Skripsi ini ditulis oleh Syauqi Rohmana. Skripsi ini 
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menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan pandangan menurut fatwa 

DSN-MUI dan fatwa DFPA mengenai hukum menggunakan diskon yang ada 

pada Go-pay. Penggunaan diskon dalam bentuk voucher hukumnya halal 

menurut fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015. Sedangkan menurut 

fatwa DFPA No: 005/DFPA/VI/1439, segala bentuk diskon hukumnya adalah 

haram.
20

 Peneliti melihat adanya persamaan yang terdapat pada skripsi 

tersebut, yaitu keduanya menggunakan metode komparatif sebagai metode 

analisis data dan menggunakan fatwa DSN-MUI No: 100/DSN-

MUI/XII/2015 sebagai salah satu sumber primer. Adapula perbedaan yang 

terdapat pada skripsi tersebut yaitu skripsi karya Syauqi Rohmana ini 

membahas mengenai voucher diskon yang ada pada Go-pay dan 

membandingkan pandangan hukum diskon antara fatwa DSN-MUI dan 

DFPA. Sedangkan pada penelitian yang ditulis peneliti, membahas tentang 

hukum penggunaan voucher yang ada pada shopee member menurut fatwa 

DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah. 

Skripsi berjudul “Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI 

NO 100-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat 

Syariah”. Skripsi ini ditulis oleh Fahrur Rozi. Skripsi ini menjelaskan bahwa 

penggunaan voucher Gofood pada aplikasi Gojek tidak sesuai dengan 

ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI karena tidak mencantumkan label 

halal dan non halal dalam daftar menu makanan pada restoran yang ada di 

Gofood. Dalam praktiknya, konsekuensi hukum penggunaan voucher Gofood 

                                                           
20

 Syauqi Rohmana, “Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan 

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad (DFPA) tentang Hukum Diskon Go-Pay”, skripsi 

(Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) hlm. 71. 
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diselesaikan melalui jalur nonlitigasi.
21

 Peneliti melihat adanya persamaan 

yang terdapat pada penelitian tersebut, yaitu keduanya membahas mengenai 

hukum menggunakan voucher menurut pandangan fatwa DSN-MUI No: 

100/DSN-MUI/XII/2015. Adapula perbedaan yang terdapat pada penelitian 

tersebut yaitu skripsi karya Fahrur Rozi membahas mengenai voucher yang 

ada di aplikasi Gojek dan meninjaunya dari satu pandangan hukum yaitu 

fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada penelitian yang ditulis peneliti, membahas 

mengenai voucher di aplikasi shopee khususnya pada fitur shopee member 

dan membandingkannya dengan dua pandangan hukum antara fatwa DSN-

MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah. 

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan 

Member Card dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Toko Cakochiku 

Fashion Boutiqe Jambi)”. Skripsi ini ditulis oleh Melva Noviana. Skripsi ini 

membahas mengenai hukum penggunaan member card menurut hukum 

islam.  Hukum islam yang di maksud pada skripsi ini, bersumber pada fatwa 

al-Lajnah ad-Da>imah dan al-Majma’ al-Fiqh al-Islami. Keduanya 

mengharamkan kartu member semacam ini dengan beberapa alasan. Hasil 

penelitian pada skripsi ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan member 

card menurut hukum islam belum sesuai dengan syariat karena mengandung 

gharar dan spekulasi.
22

 Peneliti melihat adanya persamaan dalam skripsi 

                                                           
21

 Fahrur Rozi, “Penggunaan Voucher Gojek Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 100-

MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah”, skripsi (Medan: UIN 

Sumatera Utara, 2021), hlm. 60. 
22

 Melva Noviana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Member Card 

dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Toko Cakochiku Fashion Boutiqe Jambi)”, skripsi 

(Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), hlm. 15-19. 
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tersebut, yaitu keduanya membahas mengenai kartu member berdasarkan 

kepada fatwa al-Lajnah ad-Da>imah (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114. Adapula 

perbedaan yang terdapat pada skripsi tersebut yaitu, skripsi karya Melva 

Noviana membahas mengenai transaksi jual beli menggunakan member card 

yang dilakukan di toko offline (luring) dan meninjau masalah menggunakan 

satu pandangan hukum yaitu hukum islam. Sedangkan pada penelitian yang 

ditulis peneliti, membahas mengenai penggunaan voucher pada  jual beli 

online (daring) di aplikasi shopee dan meninjau masalah dari dua pandangan 

hukum yaitu antara fatwa DSN-MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah. 

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO: 

05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli Barang di Aplikasi 

Shopee”. Skripsi ini ditulis oleh Dian Nadhif Maula Al Fahmy. Skripsi ini 

menjelaskan mengenai jual beli barang di aplikasi shopee menurut hukum 

islam dan fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000. Dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa jual beli barang yang dilakukan di aplikasi shopee menurut 

hukum islam tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli 

salam. Begitu pula menurut fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000, 

menurut fatwa tersebut jual beli barang yang dilakukan di aplikasi shopee 

tidak sah karena melanggar beberapa ketentuan yang ada fatwa tersebut.
23

 

Peneliti melihat adanya persamaan dalam skripsi tersebut, yaitu keduanya 

membahas mengenai jual beli di aplikasi shopee serta menganalisis dari dua 

pandangan hukum. Adapula perbedaan yang terdapat pada skripsi tersebut 

                                                           
23

 Dian Nadhif Maula Al Fahmy, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No:05/DSN-

MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Jual Beli barang pada Aplikasi Shopee”, skripsi (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 74. 
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ialah skripsi karya Dian Nadhif ini membahas mengenai jual beli di aplikasi 

shopee secara keseluruhan, tidak terfokus pada voucher shopee member dan 

menganalisis masalah menggunakan hukum islam dan fatwa DSN-MUI. 

Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti, menjelaskan mengenai 

hukum penggunaan voucher shopee member menurut fatwa DSN-MUI dan 

fatwa al-Lajnah ad-Da>imah. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data 

deskriptif baik berupa tulisan, ucapan seseorang, atau perilaku seseorang.
24

 

Adanya metode penelitian digunakan untuk mengkaji, memahami, 

memaparkan, serta menganalisis data yang akan di teliti sehingga tercipta 

penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Berikut beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pada metode penelitian diantaranya:
25

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Library research merupakan jenis penelitian dengan teknik 

pengumpulan data dari hasil telaah beberapa karya tulis seperti buku, 

catatan, laporan, dan literatur yang berhubungan atau sejenis dengan topik 

penelitian.
26
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 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 37. 
25

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3. 
26

 Wilda Awalina dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Expressive 

Writing dalam Lingkup Pendidikan”, artikel (Surabaya: UNESA), hlm.2. 
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2. Jenis Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori, 

konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan 

yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma baik berupa asas-

asas, norma, kaidah, perjanjian serta doktrin.
27

  

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer merupakan sumber utama atau pokok  pada 

penelitian yang dapat memberikan informasi kepada peneliti secara 

langsung atau dari tangan pertama.
28

 Data primer menurut Amirin 

adalah sebuah data berisi informasi yang diperoleh dari sumber 

asli/pertama.
29

 Ada beberapa sumber primer yang digunakan pada 

penelitian ini, diantaranya: Aplikasi Shopee, Fatwa DSN-MUI NO: 

100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi 

Manfaat Syariah, dan Fata>wa al-Lajnah ad-Da>imah li al-Buh}u>s| al-

‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114. 

 

 

                                                           
27

  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016), hlm. 93. 
28

 Agus Sunaryo, dkk., Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN 

Purwokerto, 2019), hlm. 10. 
29

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai 

pelengkap dalam penelitian dan bukan merupakan sumber primer, 

data tersebut dapat berupa karya tulis.
30

 Sumber sekunder adalah 

sumber yang berasal dari karya tulis yang telah di publikasikan atau 

diterbitkan oleh seorang penulis yang bukan merupakan penemu teori 

atau tidak secara langsung melakukan penelitian.
31

 Penelitian ini 

menggunakan beberapa sumber sekunder, diantaranya: Fiqh 

Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fikih Muamalah 

Adabiyah karya Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, 

Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah 

karya Panji Adam, dan Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa karya 

Asrorun Ni‟am Sholeh. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai cara 

untuk mengumpulkan data. Metode dokumentasi adalah metode untuk 

mengumpulkan data dengan cara menganalisis sejumlah dokumen baik 

berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis diantaranya 

berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, catatan, dan sebagainya. sedangkan 

                                                           
30

 Agus Sunaryo, dkk., Pedoman Penulisan, hlm. 10. 
31

 Rahmadi, Pengantar Metodologi, hlm. 41 
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dokumen terekam diantaranya berupa film, foto, video, screenshot, 

rekaman suara dan lain sebagainya.
32

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 

(dua), yaitu: 

a. Content analysis (metode analisis isi) merupakan metode yang 

dilakukan untuk menganalisis data dengan cara menekankan pada isi 

komunikasi, makna dari isi komunikasi, pembacaan simbol dan makna 

simbol yang terdapat pada komunikasi.
33

 Atau sebuah metode dengan 

cara menganalisis isi suatu teks atau buku. Metode analisis isi pada 

penelitian ini, menganalisis isi dari teks yang ada pada fatwa DSN-

MUI No: 100/DSN-MUI/XII/2015 dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah li 

al-Buh}u>s| al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114. 

b. Metode komparatif adalah metode yang menghasilkan persamaan dan 

perbedaan dari objek penelitian dengan cara membandingkan dua 

objek dengan topik pembahasan serupa sehingga dapat memberikan 

pemahaman yang baik dan benar.
34

 Penelitian ini menggunakan 

metode komparatif untuk membandingkan pandangan fatwa DSN-

MUI dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah mengenai hukum penggunaan 

voucher pada shopee member. 

 

                                                           
32

 Rahmadi, Pengantar Metodologi, hlm. 85 
33

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu 

sosial lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 176. 
34

  Agus Sunaryo, dlkk., Pedoman Penulisan, hlm.11. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Perlu adanya sistematika pembahasan dalam penelitian ini, agar 

penyusunan skripsi lebih terarah dan sistematis. Penulis membagi 

penyusunan skripsi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan (latar belakang masalah, definisi operasional, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,  metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan). 

Bab II, Tinjauan Umum Akad Jual Beli (pengertian jual beli, dasar 

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli 

yang dilarang, jual beli online) dan Voucher Shopee Member (pengertian 

voucher shopee member, macam-macam voucher pada shopee member, cara 

penggunaan voucher shopee member). 

Bab III, Hukum Voucher Menurut Fatwa DSN-MUI (sejarah singkat 

DSN-MUI, sumber hukum dan metode istinbat, fatwa DSN-MUI NO: 

100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat 

Syariah) dan Fatwa Al-Lajnah ad-Da>imah (sejarah singkat al-Lajnah ad-

Da>imah, sumber hukum dan metode istinbat, dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah 

li al-Buh}u>s| al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114). 

Bab IV, Analisis Penggunaan Voucher Shopee Member Menurut Fatwa 

DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Da>imah (analisis penggunaan voucher 

pada shopee member dalam transaksi jual beli, analisis hukum penggunaan 

voucher pada shopee member menurut fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-
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MUI/XII/2015 dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah li al-Buh}u>s| al-‘Ilmiyyah wa 

al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114). 

Bab V, Penutup (kesimpulan dan saran). 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN VOUCHER SHOPEE 

MEMBER 

A. Akad Jual Beli 

1. Pengertian jual Beli 

Jual beli menurut bahasa berarti al-bai’, at-tija>rah, dan al-

muba>dalah.
35

 Menurut pandangan fikih, istilah jual beli disebut juga 

dengan al-bai’ artinya menjual atau mengganti. Selain memiliki arti 

menjual, kata al-bai’ juga dapat diartikan sebagai makna kebalikannya, 

yaitu asy-syira> yang artinya beli. Sehingga kata al-bai’ dapat berarti 

menjual dan juga dapat berarti membeli. Beberapa ulama fikih 

mengemukakan definisi dari jual beli. Menurut Wahbah az-Zuhaily, jual 

beli adalah saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Sayyid 

Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau pemindahan 

kepemilikan atas dasar saling merelakan.
36

 

Para ulama mazhab juga berpendapat mengenai makna dari jual 

beli. Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah saling tukar menukar 

harta dengan harta atau saling tukar menukar sesuatu dengan sesuatu 

menggunakan sebuah cara tertentu yang berfaedah.
37

 Yang dimaksud 

“cara tertentu” disini adalah melalui ijab kabul atau kedua pihak saling 

memberikan barang atau harta. Selain itu, harta atau sesuatu yang 

digunakan dalam transaksi jual beli harus sesuatu yang berfaedah atau 

                                                           
35

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67 
36

 Abdul Rahman Ghazali, dkk., ,Fiqh Muamalah, hlm. 67. 
37

 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, hlm. 172. 
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bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, darah, daging babi, dan 

khamr tidak boleh diperjualbelikan karena tidak memiliki manfaat bagi 

manusia. Menurut ulama Hanafiyah tidak sah jual beli dengan sesuatu 

yang tidak bermanfaat.
38

 Sedangkan menurut 3 (tiga) ulama yang lain 

yaitu ulama Malikiyyah, Syafi‟iyyah dan Hanabilah, mereka berpendapat 

bahwa jual beli adalah bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan 

melalui cara saling tukar menukar harta dengan harta pula.
39

 Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah akad yang dilakukan 

antara penjual dan pembeli dengan cara saling menukarkan barang atau 

harta atas dasar suka sama suka. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Sebagai sarana tolong-menolong (ta’a>wun) antara sesama manusia, 

jual beli mempunyai landasan atau dasar dalam al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulullah SAW. Berikut ayat al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah SAW 

yang membahas mengenai jual beli, diantaranya: 

a. Surah al-Baqarah [2] ayat 275: 

نُ مِنَ الْمَسِّ وا لََ يػَقُوْمُوْفَ اِلََّ كَمَا يػَقُوُْـ الَّذِيْ يػَتَخَبَّطوُُ الشَّيْط  الََّذِيْنَ يأَّكُلُوْفَ الرِّب  
اَ الْبػَيْعُ مِثْلُ الرِّب  ذ   وا فَمَنْ جَآءَهُ كَاَحَلَّ اللهُ الْبػَيْعَ كَحَرََّـ الرِّب  وا لِكَ باِنَػَّهُمْ قاَلُوْآ اِنََّّ

بُ ئِكَ اَصْح  اِلََ الِله كَمَنْ عَادَ فاَكُل    ى فػَلَوُ مَا سَلَفَ كَامَْرهُُ  ةٌ مِّنْ رَّبِّوِ فاَنػْتػَه  مَوْعِظَ 
هَا خ   لِدُكْفَ النَّارِ ىُمْ فِيػْ  

 

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak 

dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan 

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka 

                                                           
38

 Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalah, hlm. 68. 
39

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101. 
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berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun 

yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 

(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka 

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
40

 

 

b. Surah an-Nisa [4] ayat 29: 

نَكُم باِلبَاطِلِ اِلََّ  ايَػُّهَا الَّذِينَ ا  ي    افَ تَكُوفَ تَِِارةًَ عَن تػَراَضٍ  مَنُوا لََتأَكُلُوآ امَْوَالَكُم بػَيػْ
 مِّنكُم كَلََ تقَتػُلُوآ انَفُسَكُم اِفَّ اللهَ كَافَ بِكُم رَحِيمًا

 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), 

kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka diantara 

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

Maha Penyayang kepadamu.
41

 

 

Dasar hukum jual beli berdasarkan pada sunah Rasulullah SAW, 

antara lain: 

a. Hadis yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal, hadis nomor 

17265: 

ثػَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ كَائِلٍ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَبَايةََ بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعِ  ثػَنَا يزَيِْدُ حَدَّ حَدَّ
هِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ قاَؿَ قِيلَ رَسُوؿَ الِله أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ بْنِ  خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّ
رُكرٍ عَمَلُ الرَجُلِ بيَِدِهِ ككَُلُّ  قاَؿَ  42)ركاه احمد(بػَيْعٍ مَبػْ  

 

Yazid telah bercerita kepadaku, Mas‟ud telah menceritakan 

kepadaku yang bersumber dari Wail Abi Bakr yang berkata dari 

„Abayah bin Rifa‟ah bin Rafi‟ bin Khodij yang bersumber dari 

kakeknya dari Rafi‟, Seseorang bertanya kepada Rasul, usaha 

                                                           
40

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur‟an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/, 

diakses 7 Mei 2023. 
41

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur‟an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/, 

diakses 7 Mei 2023. 
42

 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal (Al-Maktabah Syamilah: 

Muassasah Ar-Risalah, 1420 H), hlm. 502. 
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apakah yang paling baik? Rasul menjawab: usaha dengan 

tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur”. (HR. 

Ahmad No. 17265). 

 

b. Hadis dari al-Baihaqi, ibn Majah, dan ibn Hibban, Rasulullah 

bersabda: 

ا البػَ    43يْعُ عَنْ تػَراَضٍ اِنََّّ
 

Jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka. 

 

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama fikih yaitu boleh 

(mubah). Namun menurut Imam al-Syathibi (pakar fikih Maliki), pada 

situasi tertentu hukum jual beli yang semula boleh dapat berubah menjadi 

wajib. Misalnya pada praktik ihtikar (penimbunan barang dagangan 

sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila 

ada seorang pedagang yang melakukan ihtikar dan membuat harga barang 

tersebut naik, maka menurut al-Syathibi pihak pemerintah boleh memaksa 

pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga awal sebelum 

terjadinya pelonjakan harga. Sehingga pedagang wajib menjual barang 

jualannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Contoh yang lain 

misalnya, sekelompok pedagang melakukan boikot tidak mau menjual 

bahan pokok, maka pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang 

untuk menjual bahan pokok tersebut dan para pedagang ini wajib 

melakukannya. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang 

                                                           
43

 Ibnu Majah Abu Abdillah, Sunan Ibn Majah, juz 2 (Beirut: Dar al-Ihya‟ al-Arabiyah, 1311 

H), hlm. 737. 
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mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh 

menjadi wajib.
44

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli yang sah menurut syara’ adalah jual beli yang telah 

terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama mazhab berlainan pendapat 

mengenai rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut mazhab 

Hanafi hanya ijab dan kabul. Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli 

hanyalah kerelaan (rid}a/tara>d}i) antara kedua belah pihak saat melakukan 

transaksi jual beli. Terdapat dua bentuk indikasi yang menunjukkan 

kerelaan diantara kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab 

kabul) dan dalam bentuk perbuatan (penyerahan barang dan uang).
45

 

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya:  

a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain  

b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul) 

c. Ada barang yang diperjualbelikan 

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang 

diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang  bukan termasuk rukun 

jual beli tetapi termasuk ke dalam syarat jual beli.
46

 Adapun syarat-syarat 

jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama 

adalah sebagai berikut: 
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 Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalah, hlm. 70. 
45

 Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, 

Desember 2014, hlm. 376.  
46

 Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Al-Daulah, 

Vol. 6, No. 2, Desember 2017, hlm. 376. 
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a. Syarat orang yang berakad 

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual 

beli itu harus memenuhi syarat:
47

 

1) Berakal. Sehingga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang 

belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama 

Hanafiyah, hukum akadnya sah apabila anak kecil yang telah 

mumayiz melakukan akad yang menguntungkan baginya seperti 

menerima sedekah, hibah, dan wasiat. Namun jika akad yang 

dilakukan membawa kerugian baginya seperti mewakafkan atau 

menghibahkan hartanya maka hukumnya tidak boleh dilakukan. 

Apabila transaksi yang dilakukan mengandung manfaat dan 

mudharat sekaligus seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa, 

maka transaksi semacam ini hukumnya sah jika walinya 

mengizinkan. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, Jumhur ulama 

berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus 

telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih 

mumayiz, maka jual beli tidak sah meskipun telah mendapatkan 

izin dari wali/pengampunya. 

2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya 

adalah seseorang tidak dapat bertindak menjadi penjual dan 

pembeli sekaligus. Sebagai contoh, Andi menjual barang lalu 

                                                           
47

 Jamaluddin, dkk., “Jual Beli E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Islam”, El-Fata: 

Journal of Sharia Economics and Islamic Education, Vol. 01, No. 01, April 2022, hlm. 4. 
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kemudian ia sendiri yang membeli barang dagangannya, maka  

transaksi jual beli tersebut tidak sah. 

b. Syarat ijab dan kabul 

Syarat ijab dan kabul menurut para ulama fikih adalah sebagai 

berikut:
48

 

1) Menurut jumhur ulama orang yang mengucap ijab dan kabul ialah 

orang yang telah balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama 

Hnafiyah ialah orang yang berakal. 

2) Kabul diucapkan sesuai dengan ijab 

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya adalah 

kedua belah pihak hadir dalam tempat yang sama untuk 

melakukan transaksi jual beli.  

c. Syarat barang yang diperjualbelikan (Ma’qu>d ‘alaih) 

Syarat obyek akad atau barang yang diperjualbelikan diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Barang tersebut ada, atau barang tidak ada ditempat namun pihak 

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang 

itu. 

2) Memiliki nilai manfaat 

3) Barang merupakan milik seseorang.
49
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d. Syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang) 

Menurut para ulama fikih, nilai tukar pengganti barang dibedakan 

menjadi dua yaitu as|-s|aman dan as-si’r. As|-s|aman adalah harga pasar 

yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga harga ini 

merupakan harga yang diberikan kepada pembeli. Sedangkan as-si’r 

adalah modal barang yang diterima oleh para pedagang atau harga 

barang sebelum dijual ke pembeli. Sehingga harga yang dapat 

dipermainkan oleh para pedagang adalah as|-s|aman. Syarat-syarat as|-

s|aman  menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:
50

 

1) Harus jelas jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

2) Pembayaran dapat dilakukan saat akad berlangsung, meskipun 

dilakukan menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila 

pembayaran dilakukan kemudian (berhutang) maka waktu  

pembayarannya harus jelas. 

3) Apabila jual beli dilakukan dengan cara mempertemukan barang 

dengan barang (al-muqayadhah) maka barang yang digunakan 

bukan barang yang dilarang oleh syara’. 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Apabila ditinjau dari 

segi hukumnya, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang 

sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Ditinjau dari segi benda 
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yang dijadikan obyek jual beli, Imam Taqiyudin dalam kitab Kifa>yatul 

Akhya>r  menyebutkan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:
51

 

a. Jual beli benda yang kelihatan yaitu benda atau barang yang 

diperjualbelikan ada di hadapan penjual dan pembeli pada saat akad 

berlangsung. 

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual 

beli salam (pesanan). Pada awalnya salam berarti meminjamkan 

sesuatu atau barang yang seimbang atau sebanding dengan harga 

tertentu. Maksudnya ialah adanya perjanjian tentang barang yang 

penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, 

sebagai imbalan dari harga yang telah ditetapkan ketika akad. 

c. Jual beli dengan benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat adalah 

jual beli yang dilarang oleh syara’. Karena barang yang 

diperjualbelikan tidak jelas atau masih gelap, sehingga ada 

kekhawatiran bahwa barang didapatkan dari curian atau barang titipan 

yang nantinya akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 

Fikih muamalah telah menguraikan macam-macam jual beli, 

termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang. Macam atau jenis jual beli 

tersebut diantaranya:
52

 

a. Bai’ al-mut}laqah yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 

uang. Uang berperan sebagai alat tukar barang. Jual beli semacam ini 
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menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan 

atas prinsip jual beli. 

b. Bai’ al-muqayyadah yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara saling 

menukar barang dengan barang (barter). Jual beli semacam ini dapat 

dijadikan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat 

menghasilkan valuta asing (devisa). Sehingga dilakukan tukar 

menukar barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. 

Transaksi ini disebut counter trade. 

c. Bai’ al-muwada’ah merupakan jual beli dimana penjual melakukan 

penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau 

dilakukan dengan potongan atau diskon.
53

 

d. Bai’ as-s{arf  menurut Wahbah az-Zuhaily adalah pertukaran mata 

uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti 

pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan rupiah 

dan sebagainya. 

e. Bai’ al-mura>bah{ah adalah akad jual beli dengan barang tertentu. 

Dalam jual beli ini, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 

diperjualbelikan, serta menyebutkan harga awal atau modal dan 

menyebutkan keuntungan yang diambil dari barang tersebut. 

f. Bai’ as-salam yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara 

menyebutkan sifat atau spesifikasi dari barang yang akan dijual dan 
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pembayarannya dilakukan secara tunai ketika akad berlangsung. 

Namun barang akan diterima kemudian diwaktu yang telah disepakati. 

g. Bai’ al-istis{na’  yaitu jual beli yang dilakukan pada barang yang harus 

dibuat atau diproduksi terlebih dahulu oleh penjual. Pembayaran dapat 

dilakukan secara tunai saat akad berlangsung atau dapat dibayar 

kemudian dan berangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

Dari jenis-jenis jual beli diatas, yang lazim digunakan dalam 

bertransaksi adalah yang berdasarkan pada prinsip bai’ al-mura>bah{ah, 

bai’ as-salam, dan bai’ al-istis{na’.54
 

5. Jual Beli yang Dilarang 

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, yang didalamnya 

terdapat gharar dan unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, 

dan permusuhan diantara manusia. Berikut ini beberapa jual beli yang 

dilarang oleh Rasulullah SAW, diantaranya: 

a. Jual beli Naja>syi> 

Bai’ naja>syi> atau manipulasi pemintaan, bertujuan untuk 

meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran 

palsu. Ambil contoh misalnya, pedagang bekerja sama dengan 

seseorang untuk berpura-pura menawarkan barang dagangannya 

dengan harga yang tinggi, tujuannya untuk memperdaya pembeli 

lainnya agar membeli dengan harga palsu itu atau bahkan bisa lebih 
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tinggi lagi. Hal ini termasuk dalam kategori penipuan, untuk itu 

transaksi jenis ini dilarang.
55

 

b. Dua transaksi dalam satu transaksi (Al-Wafa>) 

Bai’ al-wafa> merupakan jual beli yang dibarengi dengan syarat 

bahwa barang akan dijual dapat dibeli kembali oleh pihak penjual, 

apabila tenggat waktu yang mereka tentukan tiba. atau disebut juga 

sebagai persetujuan jual beli dimana pembeli setuju untuk 

mengembalikan barang dengan harga yang sama.
56

 

c. Jual beli dengan uang muka (Bai’ al-urbun) 

Bai’ al-urbun merupakan jual beli dengan uang muka, yaitu calon 

pembeli atau pemesan memberikan sejumlah uang muka untuk 

menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya 

tersebut. Apabila calon pembeli sepakat atas barang pesanannya, 

maka terjadilah transaksi jual beli dan uang muka tersebut menjadi 

bagian dari harga pesanan yang disepakati. Namun apabila kemudian 

pemesan menolak untuk membeli pesanan tersebut, maka uang muka 

yang sebelumnya telah dibayar akan hangus dan menjadi milik 

penjual.
57

 

d. Bai’ Inah 

Bai’ inah dapat diartikan sebagai pinjaman, dan dalam pemahaman 

lain disebut ayyana yang berarti orang yang sedang melakukan Inah 
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atau hutang, dimana seorang pedagang menjual barang dagangannya 

secara kredit, kemudian pedagang tersebut kembali membeli barang 

yang telah ia jual kepada pembeli secara tunai dengan jumlah 

pembayaran rendah. Menurut terminologi fikih islam, jual beli inah 

dapat diartikan sebagai jual beli manipulatif yang dilakukan dengan 

alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya, yaitu 

dengan cara melakukan transaksi penjualan barang dengan proses 

pembayaran secara tertunda kemudian membelinya lagi secara kontan 

dengan harga lebih murah.
58

 

e. Jual beli orang kota untuk orang desa 

Calo untuk orang desa (pedalaman), yang dimaksud adalah orang 

kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi 

sesama orang kota. Calo ini mengatakan, “engkau tidak perlu menjual 

barang-barangmu sendiri. Biarkan saya saja yang jualkan barang-

barangmu, nanti engkau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi”.
59

  

f. Membeli barang dagangan kepada pedagang sebelum sampai tujuan 

Sebagian pedagang menghadang kedatangan para pedagang dari 

kota atau tempat lain yang ingin berjualan di daerah mereka. Lalu 

mereka membeli barang dagangan dari pedagang luar kota itu dengan 

harga yang lebih rendah dari harga pasar, sebelum para pedagang luar 

kota itu masuk ke pasar. Sehingga para pedagang luar kota itu tidak 
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tau berapa harga pasar dari barang yang mereka jual. Jual beli seperti 

ini diharamkan menurut jumhur ulama karena adanya pengelabuan.
60

 

g. Jual beli mus{harrah 

Jual beli mus{harah adalah jual beli yang dilakukan dengan cara 

menahan air susu pada kambing, sapi, ataupun unta supaya hewan 

tersebut terlihat gemuk dan seakan-akan air susunya subur sehingga 

orang akan tertarik untuk membelinya. Didalamnya mengandung 

unsur penipuan.
61

 

h. Jual beli muzabanah dan al-muhaqalah 

Jual beli Muzabanah merupakan jual beli buah anggur yang masih 

ada di pohonnya kemudian dicampur dengan buah anggur kering 

dengan takaran yang diterka. Sedangkan jual beli Muhaqalah 

merupakan jual beli biji-bijian yang masih ada didalam bulirnya 

kemudian dicampur biji-bijian kering dengan takaran yang diterka.
62

 

i. Jual beli ats-tsunya (pengecualian) 

Jual beli ats-tsunya merupakan jual beli pengecualian, maksudnya 

adalah seseorang menjual kebunnya namun ia mengecualikan satu 

pohon kurma atau pohon lainnya tanpa sepengetahuan calon pembeli. 
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Jual semacam ini terlarang karena mengandung unsur penipuan dan 

ketidakjelasan.
63

 

6. Jual Beli Online (E-Commerce) 

Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua kegiatan 

manusia sudah dapat dilakukan dengan teknologi. Salah satunya adalah 

kegiatan di bidang ekonomi yaitu jual beli. Jual beli yang semula 

dilakukan di tempat  yang sama, kini penjual dan pembeli dapat  

melakukan jual beli di tempat yang berbeda dengan memanfaatkan 

jaringan internet baik menggunakan android, laptop, ataupun perangkat 

lainnya. Transaksi semacam ini biasa disebut dengan jual beli online atau 

e-commerce. 

E-commerce diambil dari dua suku kata yaitu e dan commerce. 

Huruf e disini merupakan singkatan dari electronic yang berarti ilmu 

elektronika, alat elektronika atau semua hal yang berhubunggan dengan 

elektronika dan teknologi. Sedangkan commerce berarti perniagaan atau 

perdagangan.
64

 Sehingga e-commerce merupakan transaksi jual beli atau 

mekanisme berdagang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di dunia 

maya. Jual beli online merupakan metode penjualan yang sedang 

berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi. E-commerce 

memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin berbelanja dengan 

hemat, mudah, dan cepat sehingga tidak menghabiskan banyak waktu dan 
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energi. Karena jual beli online hanya membutuhkan perangkat elektronik 

seperti laptop, komputer maupun android dan terhubung dengan jaringan 

internet. E-commerce memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Bagi para penjual, produk yang mereka jual dapat tersebar luas di internet 

sehingga informasi tentang produknya dapat dilihat oleh calon pembeli 

didalam maupun diluar kota. Sedangkan bagi pembeli, mereka dapat 

melihat berbagai produk yang dijual serta dapat membandingkan produk 

di beberapa toko yang berbeda dengan cepat dan mudah.
65

 E-Commerce 

dapat dilakukan melalui web, media sosial, dan beragam aplikasi online 

shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain 

sebagainya. 

Jual beli online pada aplikasi shopee dapat dikategorikan sebagai 

bai’ salam dan bai’ istis{na’. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan 

maksud dari salam yaitu jual beli dengan pesanan, penjual hanya 

memberikan sifat atau kriteria tentang barang yang ia jual. Pembayaran 

harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung, namun barang 

diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

Sedangkan akad istis{na’ menurut Hanafiyah merupakan suatu akad 

terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau 

membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.
66

 Transaksi pada 

aplikasi shopee yang termasuk bai’ salam adalah jual beli dengan barang 
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yang bersifat mitsli, penyerahan barang di waktu yang akan datang sesuai 

kesepakatan, dan pembayarannya dilakukan di awal akad secara tunai. 

Contoh transaksi pada aplikasi shopee yang termasuk bai’ salam 

misalnya: membeli kosmetik merk A dengan metode pembayaran diawal 

akad secara tunai baik menggunakan shopeepay, transfer bank atau 

melalui mitra shopee (selain sistem COD) dan barang akan diterima 

kemudian sesuai dengan perkiraan pada shopee. Sedangkan transaksi pada 

aplikasi shopee yang termasuk bai’ istis{na’ adalah jual beli produk Pre-

Order atau PO yaitu produk dengan pengemasan yang lebih lama yaitu 7 

hari atau lebih. Biasanya produk dengan sistem Pre-Order adalah produk-

produk yang membutuhkan penanganan khusus atau harus dibuat terlebih 

dahulu oleh penjual. Contoh transaksi pada aplikasi shopee yang termasuk 

bai’ istis{na’ misalnya: membeli kado wisuda custom, penjual harus 

membuat terlebih dahulu barang sesuai dengan keinginan pembeli.
67

 

Hukum asal muamalah adalah al-iba>h}ah atau boleh, selama tidak 

ada dalil yang melarangnya. Sehingga perlu adanya batasan-batasan untuk 

mengaturnya. Menurut hukum islam, jual beli secara online 

diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak mengandung unsur-unsur 

yang terlarang seperti gharar, riba, kezaliman, kecurangan, penipuan dan 

lain sebagainya.
68
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B. Voucher Shopee Member 

1. Pengertian Voucher Shopee Member 

Dalam KBBI, voucher atau voucer adalah kupon/kartu yang dapat 

dipakai oleh penerimanya untuk mendapatkan diskon atau gratis pada saat 

berbelanja baik berupa potongan harga terhadap pembelian, layanan, dan 

sebagainya setelah penerimanya memenuhi syarat yang sudah 

ditentukan.
69

  

Shopee member merupakan program bertingkat dengan beragam 

keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pengguna. Apabila pengguna 

bertransaksi dan menyelesaikan pesanan sesuai dengan target yang telah 

ditentukan, maka pengguna bisa naik ke level selanjutnya dengan 

keuntungan yang lebih banyak. Shopee member memiliki beberapa level 

yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah 

diselesaikan. Level pada shopee member ada 4 tingkatan yaitu: classic, 

silver, gold, dan platinum. Level shopee member dihitung selama 6 

(enam) bulan sekali atau 2 (dua) periode dalam setahun yaitu periode 1 (1 

Januari – 30 Juni) dan periode 2 (1 Juli – 31 Desember).
70

 

Pada setiap tingkatan shopee member, pengguna akan 

mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda. Sebagian besar 

keuntungannya adalah beragam voucher pada shopee member. Voucher 

shopee member adalah voucher atau kupon yang menunjukkan banyaknya 
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keuntungan sesuai dengan tingkatan (level) yang diraih pada shopee 

member. 

2. Macam-Macam Voucher pada Shopee member 

Fitur shopee member menyediakan empat level atau tingkatan 

diantaranya: level classic, silver, gold, dan platinum. Ada batas minimal 

transaksi untuk mencapai level-level tersebut. Pada level classic, minimal 

pesanan yang dilakukan adalah 0 pesanan atau memenuhi jumlah 

transaksi Rp 0. Pada level silver, minimal pesanan yang dilakukan adalah 

5 pesanan atau memenuhi jumlah transaksi Rp 500.000. Pada level gold, 

minimal pesanan yang dilakukan adalah 35 pesanan atau memenuhi 

jumlah transaksi Rp 3.000.000. Pada level platinum, minimal pesanan 

yang dilakukan adalah 100 pesanan atau memenuhi jumlah transaksi Rp 

10.000.000.
71

 

Setiap level memiliki keuntungan yang berbeda. Semakin tinggi level 

maka semakin banyak keuntungan yang dapat diterima. Keuntungan pada 

level classisc hanya ada satu yaitu brand membership. Keuntungan pada 

level silver, diantaranya: voucher gratis ongkir, promo silver, catatan 

belanja, dan brand membership. Keuntungan pada level gold, 

diantaranya: voucher gratis ongkir, promo gold, catatan belanja, dan 

brand membership. Keuntungan pada level platinum, diantaranya: 

voucher gratis ongkir, voucher shopee food, voucher ulang tahun, promo 

eksklusif platinum, CS prioritas, catatan belanja, dan brand membership. 
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Keuntungan berupa promo silver, promo gold maupun promo eksklusif 

platinum berisi voucher diskon atau cashback.
72

 

Dari beragam keuntungan tersebut, sebagian besar keuntungan yang 

terdapat pada fitur shopee member yaitu voucher. Berikut ini voucher-

voucher yang terdapat pada shopee member, diantaranya: 

a. Voucher gratis ongkir 

Voucher gratis ongkir adalah voucher yang dapat digunakan saat 

checkout sehingga pengguna dapat menikmati potongan harga untuk 

biaya ongkos kirim.
73

 Dengan voucher gratis ongkir ini, biaya ongkos 

kirim dapat terpotong sebagian maupun seluruhnya sehingga 

pengguna dapat menikmati biaya ongkos kirim lebih terjangkau atau 

bahkan gratis. 

b. Voucher diskon 

Voucher diskon adalah voucher yang digunakan untuk 

mendapatkan potongan harga dari seluruh total pembayaran, dan 

potongan harga tersebut akan didapatkan secara langsung pada saat 

melakukan transaksi. Sehingga total pembayaran akan berkurang 

secara otomatis sesuai dengan diskon yang diperoleh. 

c. Voucher cashback 

Voucher cashback adalah voucher yang digunakan untuk 

mendapatkan cashback (uang kembali) setelah menyelesaikan 
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pesanan. Sehingga pengguna harus membayar seluruh total 

pembayaran terlebih dahulu, kemudian setelah barang diterima pihak 

shopee akan memberikan cashback dalam bentuk koin shopee yang 

dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya.
74

 

d. Voucher shopee food 

Voucher shopee food adalah voucher yang digunakan untuk 

mendapatkan potongan harga pada makanan atau minuman yang 

dipesan melalui fitur shopee food.
75

 

e. Voucher ulang tahun 

Voucher ulang tahun shopee merupakan voucher yang diberikan 

shopee saat ulang tahun pengguna menurut data tanggal lahir yang 

terdaftar di aplikasi shopee. Voucher ulang tahun hanya dapat keluar 

satu kali dalam satu tahun.
76

 

Voucher pada shopee member juga dapat dikategorikan 

berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Voucher gratis 

Voucher gratis adalah voucher yang didapatkan secara cuma-cuma 

atau gratis. Voucher pada shopee member yang diberikan oleh pihak 

shopee secara cuma-cuma atau gratis, diantaranya: voucher gratis 
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ongkir, voucher shopee food, dan voucher ulang tahun (level 

platinum). 

b. Voucher berbayar 

Voucher berbayar adalah voucher yang didapatkan dengan 

membayarkan sejumlah uang. Voucher berbayar pada shopee member 

dibeli menggunakan koin shopee. Voucher berbayar ini merupakan 

keuntungan dari promo silver, gold, maupun platinum. Voucher-

voucher berbayar biasanya berupa voucher diskon atau cashback. 

Terkadang voucher gratis ongkir dan voucher shopee food juga 

tersedia dalam versi berbayar.
77

 

3. Cara Penggunaan Voucher Shopee Member 

Transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui web, media 

sosial, dan beragam aplikasi toko online. Salah satu aplikasi toko online 

yang cukup digemari adalah aplikasi shopee. Saat melakukan transaksi 

jual beli online di aplikasi shopee, tentunya kita akan melihat banyak 

voucher yang tersedia di aplikasi shopee. Voucher-voucher tersebut bisa 

didapatkan dari fitur shopee games, shopee video, shopee live, dan shopee 

member. Shopee member merupakan fitur yang yang menampilkan 

tingkatan/level bertingkat dengan beragam keuntungan menarik berupa 

voucher. Voucher yang ada pada fitur shopee member dapat disebut 
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sebagai voucher shopee member. Cara penggunaan voucher shopee 

member ialah sebagai berikut:
78

 

a. Mengunduh aplikasi shopee di Playstore 

b. Mendaftarkan diri di aplikasi shopee 

c. Masuk ke fitur shopee member 

d. Memilih voucher shopee member yang diinginkan 

e. Mencari barang yang akan dibeli 

f. Menggunakan voucher pada saat melakukan transaksi 

g. Melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang 

dipilih 

h. Menunggu barang dikemas dan dikirim oleh penjual. 

 

                                                           
78

 Anonim, “Shopee Member: Apa itu Shopee Member?”, https://help.shopee.co.id., diakses 

5 Juni 2023. 



 

42 

 

BAB III 

FATWA DSN-MUI  DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH TENTANG 

HUKUM PENGGUNAAN VOUCHER 

A. Profil DSN-MUI 

1. Sejarah Singkat DSN-MUI 

Pada tanggal 29-30 Juli 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengadakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari‟ah yang 

bertempat di Jakarta, yang merekomendasikan perlu adanya sebuah 

lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan 

aktivitas lembaga keuangan Syariah (LKS). Kemudian pada tanggal 14 

oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah 

Nasional (DSN). Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No.  Kep-

754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI 

pada tanggal 10 Februari 1999. Setelah menebitkan SK tersebut, Dewan 

Pimpinan MUI mengadakan acara ta‟aruf bersama dengan pengurus 

DSN-MUI di Hotel Indonesia Jakarta pada tanggal 15 Februari 1999. 

Untuk pertama kalinya, para pengurus DSN-MUI mengadakan Rapat 

Pleno I di Jakarta pada tanggal 1 April 2000 dengan mengesahkan 

Pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.
79

 

Dewan Syariah Nasional (DSN) berada dibawah naungan MUI. 

DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam 

mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam 

dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan syariat. 
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Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi 

para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 

ekonomi atau keuangan.
80

 

Secara Yuridis, Dewan Syariah Nasional (DSN) diakui 

keberadaannya dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 tentang 

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang 

memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, 

sekaligus sebagai Pengawas Dewan Syariah Nasional di berbagai lembaga 

keuangan syariah. Dalam Pasal 31 Surat Keputusan tersebut ditentukan 

bahwa Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memerhatikan fatwa 

Dewan Syariah Nasional saat melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. 

Eksistensi Dewan Syariah Nasional (DSN) juga diakui dalam berbagai 

Peraturan Bank Indonesia (PBI), diantaranya dalam PBI No. 

11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvesional 

Menjadi Bank Syariah. Dalam Pasal 1 angka 7 PBI disebutkan bahwa 

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
81

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

secara tersirat mengakui eksistensi dan otoritas Dewan Syariah Nasional 

(DSN) yang secara tersurat menyebutkan tentang Kewajiban LKS dalam 

kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk kepada prinsip syariah yang 
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difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia lalu diaplikasikan dalam bentuk 

Peraturan Bank Indonesia. Demikian juga pelantikan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dengan prinsip 

syariah dalam praktik perbankan syariah yang dipilih dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham harus atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 

Mekanisme MUI dalam masalah keuangan syariah mendelegasikan 

kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga proses fatwa keuangan 

syariah dan seleksi terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan 

oleh anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) yang kemudian disahkan 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
82

 

2. Sumber Hukum dan Metode Istinbat 

Dalam pembuatan fatwa, DSN-MUI menggunakan empat sumber 

hukum yang disepakati oleh para ulama Sunni, yaitu Al-Quran, al-hadis, 

ijma’, dan qiyas. Selain itu, DSN-MUI juga sering menggunakan salah 

satu sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu istih{sa>n, mas{lah{ah 

mursalah, istis{h{a>b, syaz| az|-z|ari>’ah, ‘urf, maz|hab s{ah{a>bi>, dan syar’u man 

qablana>. Selain itu, DSN-MUI juga melihat pada kitab-kitab fikih 

masyhur yang berasal dari mazhab klasik (Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan 

Hanbali) dan kitab-kitab fikih kontemporer. Ketika ditemukan adanya 

suatu pendapat yang membenarkan sesuatu perbuatan muamalah dan 

berbeda dengan mayoritas (jumhur), maka menurut DSN bisa dipakai. 

Hal ini mendasarkan pada kaidah hukum muamalah, yaitu bahwa segala 

                                                           
82

 Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, hlm. 163. 



45 

 

 
 

perbuatan di bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang secara 

tegas melarangnya.
83

 

Metode istinbat yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 

Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian 

kedua pasal 2 yang berbunyi: 

a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan 

Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan 

kemaslahatan umat. 

b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunah Rasul sebagaimana 

ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak 

bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil 

hukum yang lain, seperti istih{sa>n, mas{lah{ah mursalah, dan syaz| az|-

z|ari>’ah. 

c. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-

pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan 

dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-

dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. 

d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil 

Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.
84
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3. Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman 

Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah 

Agar dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan keuangan 

syariah secara luas di masyarakat, maka perlu adanya sarana yang dapat 

memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat. Salah satunya 

berupa voucher yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, baik 

konsumen, lembaga bisnis syariah, dan lembaga keuangan syariah. 

Sehingga DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan Fatwa DSN-

MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher 

Multi Manfaat Syariah untuk dijadikan sebagai pedoman. Fatwa DSN-

MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 menjelaskan pengertian voucher multi 

manfaat syariah
85

 yaitu, voucher komersial yang menawarkan keuntungan 

berupa hak akses multi media pendidikan dan hiburan yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Selain keuntungan tersebut, voucher 

juga memberikan beberapa manfaat lain seperti: tabungan investasi 

jangka panjang, diskon, dan bonus hadiah. Tabungan investasi jangka 

panjang adalah sejumlah uang yang dihibahkan oleh penerbit voucher 

untuk tujuan tabungan investasi yang baru bisa diambil pokok dan bagi 

hasilnya setelah jangka waktu tertentu. Diskon adalah pengurangan harga 

jual suatu produk  atas kerjasama penerbit voucher dengan pihak lain. 

Bonus hadiah adalah hadiah berupa uang atau barang yang besumber dari 
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pihak ketiga atau sponsor yang akan diberikan kepada sebagian 

konsumen. 

Menurut fatwa DSN-MUI ini, ketentuan hukum transaksi jual beli 

menggunakan voucher multi manfaat syariah boleh apabila transaksi 

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan fatwa tersebut.
86

 Seperti 

transaksi jual beli pada umunya, transaksi menggunakan voucher multi 

manfaat syariah yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI ini juga memiliki 

ketentuan transaksi berupa syarat-syarat yang harus terpenuhi 

diantaranya: 

a. Syarat penjual/penerbit voucher 

1) Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual 

obyek akad. Penggunaan kata “telah memiliki” memberikan 

penegasan bahwa seorang penjual harus benar-benar telah 

memiliki kewenangan untuk menjual, misalnya penjual telah 

memiliki izin atas barang yang ia jual, telah memiliki izin jual di 

tempat atau platform yang digunakan untuk jual beli, dll. 

2) Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis untuk 

merealisasikan pelaksanaan pemanfaatan voucher. Penjual atau 

penerbit voucher mampu membuat voucher yang nantinya 

memberikan manfaat terhadap konsumen.
87
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b. Syarat pembeli 

1) Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad. 

Maksudnya pembeli harus benar-benar paham atas barang/jasa 

yang akan ia beli. Sehingga apabila pembeli adalah anak-anak, 

orang gila, orang pikun, dan lain sebagainya, maka sebaiknya 

transaksi diwakilkan oleh wali/pengampunya. 

2) Cakap hukum (Mukallaf), dengan kata lain jual beli harus 

dilakukan oleh orang yang telah balig dan berakal.
88

 

c. Syarat obyek akad 

1) Jelas dan dapat terukur; barang/jasa yang diperjualbelikan jelas 

atau dapat dilihat dengan panca indera dan dapat terukur baik 

dalam satuan berat, volume, maupun nilai barang/jasa yang 

ditawarkan. 

2) Halal dan tayib. Menurut Khaswar Syamsu (Ketua Tenaga Ahli 

LPPOM MUI sekaligus Kepala Halal Science Center IPB 

University), Halal adalah segala objek atau kegiatan yang 

diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam islam. Standar 

halal sangat ketat dan memegang prinsip zero tolerance. Artinya, 

halal harus 100% tidak boleh ada keraguan di dalamnya. 

Sementara tayib adalah sesuatu yang baik dan aman untuk 

dikonsumsi (food safety), bersih (GMP), serta menyehatkan dan 
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bermutu (aspek fisik, kimia, dan biologis). Maka dari itu produk 

halal dan tayib baik untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.
89

 

3) Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati. 

Barang/jasa bisa  didapatkan secara langsung atau kemudian 

sesuai waktu yang telah disepakati. 

d. Penerbit voucher boleh menentukan: 

1) Batas waktu pemanfaatan voucher. Penerbit voucher dapat 

menentukan berapa lama voucher yang yang ia terbitkan berlaku, 

dengan menentukan batas akhir penggunaan voucher. 

2) Syarat dan ketentuan voucher. Penerbit voucher juga dapat 

menentukan apa saja syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi 

agar bisa menggunakan voucher dalam transaksi jual beli. 

e. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang 

dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh 

penerbit voucher kepada konsumen. Tabungan investasi jangka 

panjang harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:  

1) Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen 

2) Pihak penerbit voucher dan pihak bank harus menjamin keamanan 

dana investasi konsumen yang ada di rekening bank.
90
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f. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan 

berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor 

2) Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman dan tidak 

bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan ighra’. 

3) Proses undian dilakukan secara jujur dan transparan. 

Apabila dalam transaksi jual beli menggunakan voucher terjadi 

perselisihan di antara dua pihak, maka penyelesaian yang harus 

dilakukan terlebih dahulu adalah melalui jalur musyawarah. Apabila 

dengan jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka 

penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
91

 

B. Profil Al-Lajnah ad-Da>imah 

1. Sejarah Singkat Al-Lajnah ad-Da>imah 

Awal mula berdirinya lembaga al-Lajnah ad-Da>imah li al-Buh}u>s| 

al-Ilmiyyah wa al-Ifta>’ hanya menyoroti beberapa tema seputar teologi, 

fikih ibadah, dan fikih muamalah. Pada tahun 1434 H, Ahmad 

Abdurrazak al-Duwaisi selaku penghimpun dan penyusun fatwa-fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga al-Lajnah ad-Da>imah menyebutkan 

bahwa fatwa-fatwa tersebut mencakup beberapa tema keagamaan seputar: 

teologi; al-Qur‟an berserta ilmu-ilmu tentangnya; hukum-hukum fikih 
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yang bersifat personal; pembahasan mengenai multi-disipliner, baik 

seputar etika dalam kehidupan seorang muslim ataupun non-muslim; fikih 

siyasah (politik); dan ekonomi baik konvensional maupun syariah. 

Lembaga al-Lajnah ad-Da>imah sudah sangat produktif dalam 

mengeluarkan fatwa atas persoalan yang diajukan oleh mustafti. Hingga 

saat ini, lembaga al-Lajnah ad-Da>imah telah mengeluarkan fatwa-fatwa 

seputar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah, 

baik di negaranya sendiri maupun di negara lain, dan di berbagai kalangan 

peneliti, pelajar, atau para tokoh agama yang turut menggunakannya 

sebagai hujjah dalam menjawab persoalan atau problematika umat saat 

ini. Pada tahun 2013, lembaga al-Lajnah ad-Da>imah telah mengeluarkan 

fatwa sebanyak 28.800 fatwa atau jika dirata-ratakan maka lembaga al-

Lajnah ad-Da>imah mampu mengeluarkan sekitar 600 fatwa dalam 

setahun. 
92

 

2. Sumber Hukum dan Metode Istinbat 

Sumber hukum Lembaga al-Lajnah ad-Da>imah li al-Buh}u>s| al-

‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ antara lain: al-Qur‟an, sunah, ijma’, dan Qiyas. 

Serta mempertimbangkan dalil-dalil yang bersifat mukhtalaf seperti: 

istis{h{a>b, qaul s{ah{a>bi, al-‘urf, maqa>s{id asy-syari >’ah serta kaidah-kaidah 

fikih yang banyak digunakan oleh kalangan fukaha. 
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Metode istinbat yang digunakan oleh lembaga al-Lajnah ad-

Da>imah li al-Buh}u>s| al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ di dalam proses kajian 

sampai dengan mengeluarkan fatwa antara lain: 

a. Merujuk dan berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat muttafaq, 

seperti: al-Qur‟an, sunah, ijma’, dan qiyas. Dalam penggunaan dan 

penyandarannya kepada hadis Nabi SAW, hadis yang bersifat dhaif 

dapat digunakan apabila didukung oleh hadis lain yang perkaranya 

serupa dengan hadis tersebut. 

b. Menggunakan dalil-dalil yang bersifat mukhtalaf seperti: istis{h{a>b, 

qaul s{ah{a>bi, al-‘urf, maqa>s{id asy-syari>’ah serta kaidah-kaidah fikih, 

sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. 

c. Tidak cenderung terhadap salah satu mazhab dan aliran tertentu, 

sebagai sandaran pemikiran atas berbagai persoalan dan pertanyaan 

yang diajukan oleh penanya/mustafti. 

d. Lembaga al-Lajnah ad-Da>imah memiliki standar operasional prosedur 

dalam pembuatan fatwanya yang sangat memperhatikan berbagai 

aspek terutama etika dan kelayakan, sebagai berikut: 

1) Memberikan pelayanan yang sama terhadap semua pertanyaan 

yang diajukan oleh mustafti dengan segera menerima dan 

memprosesnya, serta tidak membeda-bedakan atau 

mendiskriminasi salah satu pertanyaan karena suatu alasan. 

2) Mengeluarkan fatwa dengan perlahan dan hati-hati, sejak dari 

kajian hukumnya hingga penerbitan. Tidak tergesa-gesa dan 
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terlalu cepat dalam mengeluarkan fatwa karena dapat berpotensi 

mengurangi kecermatan pada suatu persoalan. 

3) Mengutamakan prinsip musyawarah atas setiap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh mustafti. 

4) Melakukan peninjauan ulang atas fatwa-fatwa yang telah 

dikeluarkan.
93

 

3. Fata>wa al-Lajnah ad-Da>imah li al-Buh}u>s| al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ (Jilid 

14: al-Buyu>’) no. 19114 

Fatwa al-Lajnah ad-Da>imah merupakan fatwa yang dikeluarkan 

untuk menjawab pertanyaan mustafti (penanya) yang diajukan kepada 

lembaga al-Lajnah ad-Da>imah. Dari pertanyaan yang diajukan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa penanya menjelaskan tentang kartu diskon yang 

telah ia keluarkan dan menanyakan apakah kartu diskon semacam itu 

boleh digunakan atau tidak.  

Kartu diskon yang dimaksud pada fatwa al-Lajnah ad-Da>imah 

tersebut merupakan kartu diskon tahunan yang bisa didapatkan dengan 

cara membayar sejumlah imbalan (uang) kepada penerbit kartu. Kartu 

diskon tersebut dapat digunakan pada tempat/toko tertentu yang telah 

tercantum pada buku panduan yang dikeluarkan oleh penerbit kartu. 

Penerbit kartu, lembaga, dan instansi tidak mengalami kerugian  apapun 

dari pembuatan kartu dan diskon yang ada pada kartu tersebut. Karena 
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semua pengeluaran untuk penerbitan kartu berasal dari pembayaran awal 

yang dilakukan oleh pemegang kartu. Kartu diskon ini berlaku selama 

satu tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan pembayaran yang 

sama seperti pembayaran awal saat membuat kartu. 

Setelah mempelajari permasalahan yang ada di lapangan, maka 

panitia dari lembaga al-Lajnah ad-Da>imah mengeluarkan Fatwa al-Lajnah 

ad-Da>imah li al-Buh}u>s| al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 

19114 yang menjelaskan bahwa kartu diskon semacam ini terlarang baik 

untuk penerbitan atau langganan, karena beberapa alasan, diantaranya:
94

 

a. Mengandung unsur gharar dan resiko. Karena membayar sejumlah 

uang sebagai imbalan atau untuk iuran keanggotaan tanpa 

mendapatkan timbal balik yang setimpal. Sebab apabila telah habis 

masa berlaku kartu, belum tentu pemegang kartu menggunakan kartu 

diskon tersebut atau menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan 

bayaran awal yang disetorkan. Hal ini mengandung unsur gharar dan 

resiko. 

b. Mengandung riba apabila sumber diskon berasal dari pelanggan 

(pemegang kartu) dan bisa jadi pihak penjual gagal memberikan 

diskon. Disini dihukumi riba yang haram karena bisa jadi diskon yang 

diberikan melebihi setoran awal untuk pembuatan kartu. Inilah 

kenyataan yang terjadi. Dan terjadilah gharar (ketidakjelasan) atas 

kartu yang diterbitkan. 
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c. Memiliki dampak negatif yaitu dapat menimbulkan rasa saling 

cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dan yang tidak 

memiliki kartu. 

d. Dampak negatif lainnya yaitu kartu diskon dapat mendorong 

pemegang kartu untuk terus melakukan transaksi tanpa memikirkan 

kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-

barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk memanfaatkan diskon 

semata. Sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi dan 

pemborosan di dalamnya.
95
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BAB IV 

ANALISIS PENGGUNAAN VOUCHER SHOPEE MEMBER MENURUT 

FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH 

A. Analisis Penggunaan Voucher pada Shopee Member dalam Transaksi 

Jual Beli 

Voucher atau voucer menurut KBBI adalah kupon/kartu yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan diskon atau gratis pada saat berbelanja baik 

berupa potongan harga terhadap pembelian, layanan, dan sebagainya.
96

 

Shopee member merupakan program bertingkat dengan beragam keuntungan 

yang bisa dinikmati oleh para pengguna. Shopee member memiliki beberapa 

level yang ditentukan oleh jumlah pesanan atau transaksi yang telah 

diselesaikan. Level pada shopee member ada 4 tingkatan yaitu: classic, silver, 

gold, dan platinum. Level shopee member dihitung dua periode dalam 

setahun atau selama enam bulan sekali yaitu tanggal 1 Januari – 30 Juni 

(periode 1) dan tanggal 1 Juli – 31 Desember (periode 2).
97

 Sehingga voucher 

shopee member adalah voucher atau kupon yang menunjukkan banyaknya 

keuntungan sesuai dengan tingkatan (level) yang diraih pada shopee member. 

Setiap level memiliki keuntungan yang berbeda. Semakin tinggi level 

maka semakin banyak keuntungan yang dapat diterima. Sebagian besar 

keuntungan yang terdapat pada fitur shopee member yaitu berupa voucher. 

Voucher-voucher yang terdapat pada shopee member diantaranya voucher 

diskon, voucher gratis ongkir, voucher cashback, voucher shopee food, dan 
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voucher ulang tahun.
98

 Voucher pada shopee member juga dapat 

dikategorikan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu voucher yang 

didapatkan secara cuma-cuma atau voucher gratis dan voucher yang 

didapatkan dengan cara membayar atau voucher berbayar. Voucher-voucher 

tersebut memiliki keuntungan yang serupa yaitu dapat mengurangi total harga 

yang harus dibayarkan. Pengurangan tersebut biasa disebut dengan diskon. 

Menurut KBBI, diskon adalah potongan harga.
99

 

Sehingga kedudukan atau status voucher shopee member dalam 

transaksi jual beli yaitu sebagai alat untuk mendapatkan potongan harga 

(diskon). Maka penggunaan voucher dalam transaksi jual beli termasuk 

kedalam jual beli al-muwada’ah. Bai’ al-muwada’ah merupakan jual beli 

dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dilakukan 

dengan potongan/diskon.
100

 Ini merupakan salah satu jual beli yang 

diperbolehkan. Selain termasuk kedalam bai’ al-muwada’ah, transaksi 

menggunakan voucher shopee member juga termasuk kedalam jual beli salam 

atau istis{na’ tergantung pada sifat barang yang dipesan dan metode 

pembayaran yang dipilih. 

Transaksi pada aplikasi shopee yang termasuk bai’ salam adalah jual 

beli dengan barang yang bersifat mitsli, penyerahan barang di waktu yang 

akan datang sesuai kesepakatan, dan pembayarannya dilakukan di awal akad 
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secara tunai. Sedangkan transaksi pada aplikasi shopee yang termasuk bai’ 

istis{na’ adalah jual beli produk Pre-Order atau PO yaitu produk-produk yang 

membutuhkan penanganan khusus atau harus dibuat terlebih dahulu oleh 

penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai saat akad berlangsung atau 

dapat dibayar kemudian dan berangsur sesuai kesepakatan kedua belah 

pihak.
101

 

Pada dasarnya segala bentuk dalam muamalah diperbolehkan selama 

tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam islam, jual beli dengan sistem 

diskon diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang 

diharamkan seperti penipuan, kerugian, kemudharatan dan lain sebagainya.
102

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan voucher shopee member dalam 

transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak membawa pada 

hal-hal yang diharamkan. 

B. Analisis Hukum Penggunaan Voucher pada Shopee Member Menurut 

Fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 dan Fatwa Al-Lajnah ad-

Da>imah li Al-Buh}u>s| Al-Ilmiyyah wa Al-Ifta>’ (Jilid 14: Al-Buyu>’) no. 19114 

1. Fatwa DSN-MUI 

Dasar hukum yang digunakan oleh Fatwa DSN-MUI NO: 

100/DSN-MUI/XII/2015 bersumber dari al-Qur‟an, hadis, dan kaidah 

fikih. Berikut ini beberapa ayat al-Qur‟an yang dijadikan sebagai dasar 

hukum diantaranya:  
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a. Q.S Al-Baqarah [2] ayat 275 

نُ مِنَ الْمَسِّ الشَّيْط   وا لََ يػَقُوْموْفَ اِلََّ كَمَا يػَقُوُْـ الَّذِيْ يػَتَخَبَّطْوُ رِّب  الََّذِيْنَ يأَْكُلُوفَ ال
اَ البػَيْعُ مِثْلُ الرِّب  لِكَ باِنَػَّهُمْ قاَلُوْ  ذ   واوا كَاَحَلَّ اللهُ البػَيْعَ كَحَرََّـ الرِّب  ا اِنََّّ  

 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali 

seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. 

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu 

sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba.
103

 

 

b. Q.S Al-Baqarah [2] ayat 278 

وا اِفْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيَْ مَنُوا اتػَّقُوا الَله كَذَرُكا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّب   هَا الَّذِيْنَ ا  ايَػُّ ي     
 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.
104

 

 

c. Q.S An-Nisa [4] ayat 29 

نَكُمْ باِالبَاطِلِ اِلََّ أَفْ تَكُوفَ تَِِارةًَ عَنْ  هَا الَّذِيْنَ ياَأيَػُّ  آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بػَيػْ
 تػَراَضٍ مِنْكُمْ......

 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...
105

 

 

Dari ketiga ayat diatas, dijelaskan mengenai keharaman riba dan 

larangan memakan harta sesama secara batil. Sehingga ini 

berhubungan dengan keuntungan yang didapatkan, apakah keuntungan 

yang didapat dikategorikan sebagai riba atau bukan. Maka dari itu, 
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perlu adanya penelaahan lebih lanjut terhadap keuntungan yang ada 

pada voucher shopee member. 

Selain tiga ayat diatas, masih ada tiga ayat lain yang dijadikan 

sebagai dasar hukum fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015, 

diantaranya surah al-Maidah [5]: 1, surah an-Nisa [4]: 58, dan surah al-

Maidah [5]: 2. Menurut penulis, dasar hukum yang bersumber dari 

ketiga ayat tersebut, terlalu umum dan terlalu jauh jika dijadikan 

sebagai dasar hukum tentang voucher. Karena pembahasannya 

mengenai akad secara umum, perintah menyampaikan amanah, dan 

tentang tolong menolong dalam kebaikan. 

Selain ayat al-Qur‟an, adapula beberapa hadis yang dijadikan 

sebagai dasar hukum, diantaranya:
106

 

a. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari bapaknya Shuhaib RA: 

ثَلََثٌ فِيْهِنَّ الْبػَركََةُ : الَبػَيْعُ اِلََ أَجَلٍ كَالْمُقَارَضَةُ كَخَلْطُ الْبػُرِّ باِلشَّعِيِْْ للِْبػَيْتِ لََ 
107للِبػَيْعِ   

 

Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara 

tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 

halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah 

tangga, bukan untuk dijual. 

 

b. Hadits Nabi SAW riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa‟i, Abu Dawud, 

Ibnu Hibban, dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah RA, riwayat Malik 
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dari Sa‟id bin al-Musayyab RA, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas RA 

dan Ibnu Umar RA: 

 نػَهَى رَسُوؿُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ كَسَلَّمَ عَنْ بػَيْعِ الْغَرَرِ 
 

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. 

 

c. Hadis Nabi SAW, riwayat at-Thabrani dari kakeknya „Amr bin „Auf 

al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Abu Hurairah r.a: 

108لْمُسْلِمُوفَ عَلَى شُرُكطِهِم اِلََّ شَرْطاً حَرََّـ حَلََلًَ أكَْ أَحَلَّ حَراَمًاكَا  
 

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. 

 

Hadis pertama yang dijadikan dasar hukum oleh fatwa DSN-MUI 

ini merupakan hadis yang dhaif  karena terdapat perawi yang memiliki 

kualitas majhul dan makna dari hadis tersebut kurang tepat jika 

dijadikan sebagai dasar hukum penggunaan voucher. Hadis kedua 

merupakan hadis yang sahih namun penulisan isi hadis kurang 

lengkap, seharusnya adalah ‘an bai’ al-h{as{a>h wa ‘an bai’ al-garar. 

Hadis ini merupakan hadis dari sahih muslim nomor: 3808. Hadis 

ketiga merupakan hadis hasan sahih yang terdapat di kitab sunan 

tirmidzi no: 1352. 

Adapula beberapa kaidah fikih yang dijadikan sebagai dasar 

hukum, diantaranya: 
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باَحَةُ اِلََّ أَفْ يَدُؿَّ دَليِْلٌ عَلَى تََْريِْْهَاأ.  الْأَصْلُ فِِ الْمُعَامَلََتِ الَِْ  
 

Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan 

sampai ada dalil yang mengharamkannya. 

 

مْكَافِ   ب. الَضَّرَرُ يدُْفَعُ بِقَدْرِ الَِْ
 

Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan,) harus 

dihindarkan sedapat mungkin. (As-Suyuthi, Al-Asybah wan 

Nazha‟ir, 62).
109

 

Kaidah fikih diatas menjelaskan tentang prinsip dasar atas kebolehan 

dalam bermuamalah dan anjuran untuk meninggalkan segala madharat. 

Sehingga segala sesuatu dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, 

begitu juga dengan voucher shopee member. Namun perlu adanya 

penelitian lebih dalam pada voucher shopee member, apakah terdapat 

unsur yang diharamkan atau tidak. 

Setelah melakukan pengamatan terhadap voucher yang ada pada 

shopee member, voucher yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI dapat 

disamakan dengan voucher yang ada pada shopee member. Sehingga 

penetapan hukum voucher shopee member dapat dilihat dari perspektif 

fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015. Terdapat beberapa 

pertimbangan dalam pembuatan fatwa tersebut, diantaranya: untuk 

meningkatkan perkembangan bisnis dan keuangan syariah serta  untuk 

memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat. Menurut fatwa 

DSN-MUI ini, ketentuan hukum penggunaan voucher dalam transaksi jual 
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beli boleh dengan berpedoman pada ketentuan fatwa tersebut. Ketentuan 

transaksi pada fatwa tersebut diantaranya:
110

  

a. Syarat penjual atau penerbit voucher: 

1) Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek 

akad; 

2) Telah memiliki kemampuan dan saranan pendukung teknis untuk 

merealisasikan pelaksanaan manfaat voucher; 

b. Syarat pembeli: 

1) Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad; 

2) Cakap hukum (mukallaf); 

c. Syarat obyek akad: 

1) Jelas dan dapat terukur 

2) Halal dan tayib; 

3) Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat disepakati; 

d. Penerbit voucher boleh menentukan: 

1) Batas waktu pemanfaatan voucher; 

2) Syarat dan ketentuan voucher; 

e. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang 

dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan oleh 

penerbit voucher kepada konsumen. Tabungan investasi jangka 

panjang harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:  

1) Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh konsumen; 
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2) Pihak penerbit voucher dan pihak bank harus menjamin keamanan 

dana investasi konsumen yang ada di rekening bank; 

f. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan 

berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor; 

2) Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman dan tidak 

bertentangan dengan syariah serta tidak menimbulkan ighra’; 

3) Proses undian dilakukan secara jujur dan transparan.
111

 

Dari pemaparan diatas, penulis ingin memberikan tanggapan atau 

kritik terhadap isi dari fatwa DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015, 

sebagai berikut: 

a. Pada dasar hukum fatwa, terdapat beberapa ayat al-Qur‟an yang 

sifatnya terlalu umum dan hadis yang dhaif; 

b. Menyamakan kedudukan penjual dan penerbit voucher karena 

menggabungkan syarat antara penjual dan penerbit voucher; 

c. Hanya memaparkan syarat dan ketentuan sebagai pedoman, tidak 

menyebutkan larangan-larangan yang harus dihindari. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fatwa DSN-MUI 

membolehkan penggunaan voucher, diantaranya sebagai berikut: 

a. Memperhatikan keuntungan ekonomis (manfaat) bagi masyarakat 
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b. Menganggap bahwa manfaat atau keuntungan yang berasal dari 

voucher dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) 

c. Dasar hukum yang digunakan lebih mendahulukan ayat-ayat yang 

mengandung kalimat amr (perintah) dari pada ayat dengan kalimat 

nahy (larangan). 

Shopee member memiliki empat level atau tingkatan, diantaranya: 

level classic, silver, gold, dan platinum. Sebagian besar keuntungan yang 

didapatkan pada level shopee member tersebut yaitu berupa voucher. 

Voucher yang terdapat pada shopee member diantaranya: voucher gratis 

ongkir, voucher diskon, voucher cashback, voucher shopee food, dan 

voucher ulang tahun. Voucher juga dapat dikategorikan berdasarkan cara 

mendapatkannya, yaitu: voucher yang didapatkan secara cuma-cuma atau 

secara gratis dan voucher berbayar.
112

 Voucher tersebut memberikan 

keuntungan atau manfaat bagi para konsumen atau pembeli.  

Hasil analisis mengenai hukum penggunaan voucher shopee member 

dalam transaksi jual beli jika merujuk pada fatwa DSN-MUI NO: 

100/DSN-MUI/XII/2015 adalah sebagai berikut: 

a. Voucher gratis : halal digunakan, karena diberikan secara cuma-cuma 

atau gratis oleh pihak shopee. Dan keuntungan yang terdapat 

didalamnya bukan termasuk kedalam riba karena fatwa DSN-MUI 

menganggap bahwa tambahan manfaat dari voucher tersebut dilakukan 

berdasarkan akad hibah atau sebagai pemberian dari pihak shopee. 
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b. Voucher berbayar: halal digunakan, karena tidak ada paksaan bagi 

pengguna untuk membeli voucher tersebut. Dan pengguna tidak 

dirugikan dari pembelian voucher tersebut karena keuntungan yang 

didapatkan sebanding atau bahkan lebih dari yang dibayarkan. 

Keuntungan yang melebihi dari yang dibayarkan tidak termasuk 

kedalam riba namun sebagai pemberian atau hibah dari pihak shopee. 

Tidak ada pihak yang dirugikan karena voucher berasal dari pihak 

shopee bukan dari pihak penjual. Serta memberikan manfaat bagi 

semua pihak baik bagi pihak pembeli, penjual, dan pihak shopee. 

2. Fatwa Al-Lajnah ad-Da>imah 

Dasar hukum yang digunakan pada Fatwa al-Lajnah ad-Da>imah li 

al-Buh}u>s| al-Ilmiyyah wa al-Ifta>’ (Jilid 14: al-Buyu>’) no. 19114 adalah 

Q.S an-Nisa ayat 29, yang berbunyi: 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ اِلََّّ افَْ تَكُوْفَ تَِِارةًَ عَنْ ايَػُّهَا الَّذِيْنَ ا  ي    مَنػُوْا لََ تأَْكُلُوْآ امَْوَالَكُمْ بػَيػْ
 تػَراَضٍ مِّنْكُمْ كَلََ تػَقْتػُلُوْآ انَػْفُسَكُمْ اِفَّ الَله كَافَ بِكُمْ رَحِيْمًا

 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha 

Penyayang kepadamu.
113

 

 

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-

orang beriman memakan harta sesamanya secara batil. Maksudnya adalah 

memperoleh harta dari sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti mencuri, 
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merampas, akad yang mengandung riba dan yang sejenis dengan itu.
114

 

Sehingga ini berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan, apakah 

mengandung riba atau tidak. Ayat diatas merupakan ayat yang 

mengandung kalimat larangan (nahi). Ini terlihat dari kata La> ta’kulu> 

yang berarti jangan memakan. Sebuah ungkapan larangan untuk memakan 

harta secara batil. 

Sebelum menganalisis hukum penggunaan voucher shopee member 

yang merujuk pada fatwa al-Lajnah ad-Da>imah no. 19114, perlu adanya 

pengamatan terkait kesamaan yang ada pada kartu diskon (fatwa al-

Lajnah ad-Da>imah) dan voucher pada shopee member. Persamaan dari 

kartu diskon (fatwa al-Lajnah ad-Da>imah) dan voucher shopee member 

diantaranya: 

a. Keduanya merupakan kartu yang didapatkan karena keikutsertaan 

sebagai anggota atau member. 

b. Keduanya merupakan kartu yang digunakan untuk mendapatkan 

potongan harga (diskon) saat melakukan transaksi jual beli. 

Dari persamaan yang telah dipaparkan, peneliti menganggap 

bahwa voucher shopee member dapat disamakan dengan kartu diskon 

yang terdapat pada fatwa al-Lajnah ad-Da>imah. Sehingga penentuan 

hukum penggunaan voucher shopee member dapat dilihat dari perspektif 

fatwa al-Lajnah ad-Da>imah no. 19114. 
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Menurut fatwa al-Lajnah ad-Da>imah no. 19114, kartu diskon 

terlarang baik untuk penerbitan maupun langganan, karena beberapa 

alasan yaitu:
115

 

a. Mengandung unsur gharar dan resiko. Karena membayar sejumlah 

uang sebagai imbalan atau untuk iuran keanggotaan tanpa 

mendapatkan timbal balik yang setimpal. Sebab apabila telah habis 

masa berlaku kartu, belum tentu pemegang kartu menggunakan kartu 

diskon tersebut atau menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan 

bayaran awal yang disetorkan. Hal ini mengandung unsur gharar dan 

resiko. 

b. Mengandung riba apabila sumber diskon berasal dari pelanggan 

(pemegang kartu) dan bisa jadi pihak penjual gagal memberikan 

diskon. Disini dihukumi riba yang haram karena bisa jadi diskon yang 

diberikan melebihi setoran awal untuk pembuatan kartu. Inilah 

kenyataan yang terjadi. Dan terjadilah gharar (ketidakjelasan) atas 

kartu yang diterbitkan. 

c. Memiliki dampak negatif yaitu dapat menimbulkan rasa saling 

cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dan yang tidak 

memiliki kartu. 

d. Dampak negatif lainnya yaitu kartu diskon dapat mendorong 

pemegang kartu untuk terus melakukan transaksi tanpa memikirkan 

kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-
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barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk memanfaatkan diskon 

semata. Sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi dan 

pemborosan di dalamnya.
116

 

Sehingga apabila kartu diskon diterbitkan secara gratis (cuma-cuma), 

maka untuk menerbitkan dan memilikinya diperbolehkan. Karena ini 

termasuk pemberian yang diberikan oleh pihak toko/perusahaan secara 

cuma-cuma atau sebagai hadiah. 

Dari pemaparan diatas, penulis ingin memberikan tanggapan atau 

kritik terhadap isi dari fatwa al-Lajnah ad-Da>imah no. 19114, sebagai 

berikut: 

a. Dasar hukum hanya terdapat pada ketentuan no. 1 (mengandung unsur 

gharar dan resiko). Sehingga tidak jelas dasar hukum yang digunakan 

untuk ketentuan no. 2 sampai 4; 

b. Hanya melihat pada kartu diskon atau voucher yang didapatkan secara 

berbayar; 

c. Hanya menjelaskan mengenai alasan dari dilarangnya kartu diskon, 

tidak menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fatwa al-Lajnah ad-

Da>imah melarang penggunaan voucher atau kartu diskon, diantaranya 

sebagai berikut: 
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a. Menganggap voucher atau kartu diskon sebagai kartu yang didapatkan 

dengan cara membayar. 

b. Menganggap adanya ketidakjelasan dari keuntungan voucher 

c. Kelebihan dari keuntungan voucher dianggap sebagai riba. 

d. Menggunakan dasar hukum dari ayat yang mengandung kalimat nahi 

(larangan). 

Hasil analisis tentang hukum penggunaan voucher shopee member 

dalam transaksi jual beli jika merujuk kepada fatwa al-Lajnah ad-

Da>imah
117

 no. 19114 adalah sebagai berikut: 

a. Voucher gratis: halal digunakan, karena diberikan secara cuma-cuma 

atau gratis oleh pihak shopee. Sehingga tidak mengandung unsur 

gharar dan riba didalamnya. 

b. Voucher berbayar: haram, karena pengguna harus membayar sejumlah 

uang untuk mendapatkan voucher tersebut. Mengandung unsur gharar 

karena terdapat ketidakjelasan terhadap keuntungan yang didapat. 

Serta mengandung unsur riba karena keuntungan yang didapat 

melebihi dari yang dibayarkan. 

3. Perbandingan Hukum Penggunaan Voucher Shopee Member Menurut 

Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah ad-Da>imah 

Setelah menganalisis hukum penggunaan voucher shopee member 

menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa al-Lajnah ad-Da>imah maka perlu 
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adanya perbandingan diantara kedua analisis hukum tersebut. Berikut 

persamaan pendapat Fatwa DSN-MUI dan Fatwa al-Lajnah ad-Da>imah 

mengenai hukum penggunaan voucher shopee member, diantaranya: 

a. Keduanya sama-sama membolehkan voucher shopee member yang 

didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. 

b. Memiliki dasar hukum yang serupa yaitu surah an-Nisa ayat 29. 

Namun pada Fatwa DSN-MUI ayat tersebut hanya salah satu dari 

sekian banyak dasar hukum, sedangkan pada fatwa al-Lajnah ad-

Da>imah ayat tersebut merupakan dasar hukum pokok. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pendapat Fatwa DSN-MUI dan 

Fatwa al-Lajnah ad-Da>imah mengenai hukum penggunaan voucher 

shopee member, diantaranya: 

a. Fatwa DSN-MUI membolehkan penggunaan voucher berbayar pada 

shopee member, sedangkan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah melarang 

voucher berbayar. 

b. Fatwa DSN-MUI menganggap tidak ada paksaan dan kerugian dari 

pembelian voucher karena keuntungan yang didapat sebanding atau 

melebihi dari yang dibayarkan. Sedangkan menurut fatwa al-Lajnah 

ad-Da>imah, meskipun tidak ada paksaan dan kerugian didalamnya 

namun terdapat unsur gharar atau ketidakjelasaan pada keuntungan 

yang didapat. 

c. Fatwa DSN-MUI menganggap keuntungan yang didapatkan dari 

voucher shopee member, baik gratis maupun berbayar dilakukan 
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berdasarkan akad hibah atau pemberian dari pihak shopee. Sedangkan 

fatwa al-Lajnah ad-Da>imah menganggap bahwa keuntungan yang 

didapatkan dari voucher shopee member berbayar termasuk riba 

karena keuntungan yang didapatkan melebihi dari yang dibayarkan. 

d. Dasar hukum yang digunakan oleh fatwa DSN-MUI bersumber dari 

al-Qur‟an, hadis, dan kaidah fikih. Sedangkan dasar hukum fatwa al-

Lajnah ad-Da>imah hanya bersumber dari al-Qur‟an.  

Dari pemaparan diatas mengenai persamaan dan perbedaan hukum 

penggunaan voucher shopee member menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa 

al-Lajnah ad-Da>imah, maka menurut penulis pendapat yang paling kuat 

dan paling relevan digunakan di masyarakat adalah pendapat dari fatwa 

DSN-MUI. Berikut beberapa alasan mengenai hal tersebut: 

a. Dasar hukum yang digunakan oleh fatwa DSN-MUI lebih kuat dari 

dasar hukum yang digunakan oleh fatwa al-Lajnah ad-Da>imah, karena 

dasar hukum fatwa DSN-MUI bersumber dari al-Qur‟an, hadis, dan 

kaidah fikih, sedangkan dasar hukum fatwa al-Lajnah ad-Da>imah 

hanya berasal dari al-Qur‟an. Meskipun terdapat ayat yang terlalu 

umum pada dasar hukum fatwa DSN-MUI, namun ada ayat 

pendukung yang lebih khusus. Dan meskipun terdapat hadis yang 

dhaif, namun ada hadis pendukung yang sahih. 

b. Pendapat yang paling relevan digunakan di masyarakat adalah 

pendapat dari fatwa DSN-MUI, karena voucher yang dimaksud pada 

fatwa DSN-MUI lebih sesuai jika diterapkan terhadap voucher shopee 
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member. Dan fatwa DSN-MUI ini dikeluarkan pada tahun 2015, 

sehingga ketentuannya lebih relevan digunakan sampai saat ini. 

Sedangkan kartu diskon pada fatwa al-Lajnah ad-Da>imah lebih sesuai 

diterapkan pada kartu diskon fisik sebelum adanya kartu diskon 

digital (voucher) dan fatwa al-Lajnah ad-Da>imah dikeluarkan pada 

tahun 1409 H atau tahun 1988 M, sehingga kurang relevan jika 

digunakan di tengah perkembangan zaman saat ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai Studi 

Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tentang 

Hukum Penggunaan Voucher pada Shopee Member, penulis menyimpulkan 

beberapa poin penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini, 

diantaranya: 

1. Penggunaan voucher shopee member dalam transaksi jual beli yaitu 

sebagai alat untuk mendapatkan potongan harga (diskon). Sehingga 

voucher digunakan untuk mengurangi sebagian dari total harga yang 

harus dibayarkan. Penggunaan voucher dalam transaksi jual beli termasuk 

kedalam jual beli al-muwada’ah. Bai’ al-muwada’ah merupakan jual beli 

dengan memasang harga yang lebih rendah dari harga pasar atau 

dilakukan dengan potongan/diskon. Dalam islam, jual beli dengan sistem 

diskon diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang 

diharamkan seperti penipuan, kerugian, kemudharatan dan lain 

sebagainya. 

2. Analisis hukum penggunaan voucher shopee member menurut fatwa 

DSN-MUI NO: 100/DSN-MUI/XII/2015 boleh digunakan baik untuk 

voucher gratis maupun berbayar. Karena voucher gratis diberikan secara 

cuma-cuma oleh pihak shopee. Sedangkan voucher berbayar boleh 

digunakan, karena tidak ada paksanaan dan kerugian dari pembelian 
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voucher tersebut. Dan keuntungan yang melebihi dari yang dibayarkan 

tidak termasuk kedalam riba namun sebagai pemberian atau hibah dari 

pihak shopee.  

Analisis hukum penggunaan voucher shopee member menurut 

fatwa al-Lajnah ad-Da>imah no. 19114 yaitu voucher gratis boleh 

digunakan, karena diberikan secara cuma-cuma oleh pihak shopee. Dan 

voucher berbayar terlarang untuk digunakan, karena pengguna harus 

membayar sejumlah uang untuk mendapatkan voucher tersebut. 

Mengandung unsur gharar karena terdapat ketidakjelasan terhadap 

keuntungan yang didapat. Serta mengandung unsur riba karena 

keuntungan yang didapat melebihi dari yang dibayarkan. 

Pendapat yang paling kuat dan paling relevan digunakan di 

masyarakat adalah pendapat dari fatwa DSN-MUI, karena dasar hukum 

yang digunakan lebih kuat dari dasar hukum yang digunakan oleh fatwa 

al-Lajnah ad-Da>imah. Selain itu, ketentuan yang terdapat pada fatwa 

DSN-MUI lebih sesuai dan lebih relevan digunakan di masyarakat. 

B. Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran-

saran kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di aplikasi 

shopee dan kepada lembaga fatwa dalam menetapkan hukum, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi di aplikasi shopee baik penjual 

maupun pembeli disarankan untuk senantiasa memperhatikan hukum 
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yang terdapat pada fatwa, baik dari fatwa DSN-MUI maupun fatwa-fatwa 

lain yang berhubungan dengan jual beli dan relevan digunakan saat ini. 

2. Meskipun voucher didapatkan secara cuma-cuma atau gratis, namun bagi 

para pengguna aplikasi shopee disarankan untuk menggunakan sesuai 

dengan kebutuhan sehingga tidak berakibat pada pemborosan. 

3. Bagi lembaga DSN-MUI dan al-Lajnah ad-Da>imah agar senantiasa 

melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa yang telah 

dikeluarkan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 

permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat sesuai dengan 

perkembangan zaman. 
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National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: lOOIDSN-MUIIXII/2015
Tentang :

PEDOMAN TRANSAKSI VOUCIlER MULTI MANFAAT SYARIAH

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia setelah,

Menimbang : a. bahwa perkembangan bisnis dan keuangan syariah tidak lepas
dari proses pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan,
termasuk membuka akses lembaga keuangan syariah yang luas
bagi masyarakat; .

b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya tersebut di atas,
sekaligus untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada
masyarakat, perlu dibuat sarana yang mampu mewujudkan
tujuan di atas;

c. bahwa salah satu sarana yang dapat diterapkan adalah melalui
produk voucher yang memiliki ban yak manfaat bagi
masyarakat, baik konsumen, lembaga bisnis syariah, dan
terutamaLembaga Keuangan Syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan
Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu
untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Transaksi Voucher
Multi Manfaat Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat 1. Firman Allah s.w.t .:

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:
J 0 J ~ ::i ,f&.

... .)'~!I\..,I"'II'~'T ~'..uII~~It:;,~ ; ~) ~ J.., ~-

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.... "

b. QS. al-Nisa' [4]: 58:

... ~I JI u(;c;\Ii 1 ~~~ 01~<>,L ill1 01, ~, '-'y r'y - ~

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amana! kepada yang berhak menerimanya .... "
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c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

lJ"'lI ,~, , ~o'il WI ~I.::.J... if i.r-) ~ u-'-""

"...Allah telah menghalalkanjual beli dan mengharamkan
riba.... "

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:
Q" 0 "" \ J ~ J ;::i J~

<0. ~, ~!:('01 lJ"'lI -: ,-' l; 1°'.)' ~II --II "\ ~'lJll~~llJ~y r- ~!)" ~ ~ '-'J ) 'J-'U""'" J.., ~-

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman".

e. QS. al-Nisa'{d] : 29: _
~ ,...?~ o,~;::i 0 ~J ?f ~ J" ~,. J ;::i J~o,~ 0 ,001 ~I I \-l:llJ ° ~o, ° ",J\' °1 1°I(""'0 ~ 1°·'\ ~°lJl I ~~llJ') ,'Y ~<-F . ; -' r-- ~ ~ 'J-'-'" J.., ~-

?--o "....r--~-t~y
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang . lain secara batil, kecuali jika
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara
kalian. ... "

f. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... s>~lJj~(~i~ ~j~ ~j <.S~~ ~I ~ !yj~j ...

"...Dan tolong-menolonglan kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan. .. "

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat lbnu Majah dari bapaknya
Shuhaib r.a.:

J".. 0 'j.i '" -:. ~.r.JI # 0-y:,

~ ~ ': ~~11
"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak
secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum halus dengan. gandum kasar (jewawut) untuk
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".

b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i,
Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari Abu
Hurairah r.a., riwayat Malik dari Sa'id bin al-Musayyab r.a.,
riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. dan Ibnu Umar r.a. :

o :::;".. ~ ;::i :::;, •••

':'11 o,~, ~I'"' w. WI i-, ill I J" ,.Jf'" ~ ,y- r-) ,- ~,'r"J ~

"Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung
gharar''.
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c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Tbnu Majah dari 'Ubadah bin al-
Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Tbnu 'Abbas r.a., riwayat
Malik dad bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-
Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

)!rf'\lj)~\1
"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan
tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang
ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan
yang merugikannya)".

d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Thabrani dari kakeknya 'Amr
bin 'Auf al-Muzani, _ dan riwayat aI-Hakim dari Abu
Hurairah r.a.:

~~ J.d jI ~~ r? 11,J. ~b ~)), Js- 0~~
"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka
buat, . kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram",

3. Kaidah Fikih:

4i}Js-::hJ) j~ 01~b k~~i ,-?~~I ~ j:P~i.j
"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. " .

.S't5:;~iJ~ e~J~ .y

"Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus
dihindarkansedapat mungkin." (As-Suyuthi, Al-Asybah
wan-Nazha'ir, 62)

J'I~'}/~'-~
• 'j:! )~' 'C

"Segala madharat (bahaya, hal-hal yang merugikan) harus
dihilangkan. "(As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha 'ir, 60)

. ¥--1°,a.d~1~ ~511 ~ CLA~i J~ .~
"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat
harus mengikuti mashlahat. " (As-Suyuthi, Al-Asybah wan-
Nazha'ir, 121)

_IWI J>.. 1;.-~ili..L..LlJI ~o) . ./1>V -' r...s-i // :J

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan
daripada mengambil kemaslahatan." (As-Suyuthi, Al-
Asybah wan-Nazha'ir, 78, 105).

Memperhatikan l. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUIIIV 12000 tentang Tabungan;

2. Substansi Fatwa DSN-MUT No. 86/DSN-MUTIXII/2012 tentang
Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan
Syariah;
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3. Permohonan fatwa dari Pelaku Usaha terkait Hukum Voucher
Multi Manfaat dari segi syariah;

4. Pendapat dansaran pesertaRapat Pleno DSN-MUI pada Selasa,
10 Rabi' al-Awwal1437 H/22 Desember 2015 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Fatwa tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat
Syariah

Pertama Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Voucher Multi Manfaat Syariah adalah voucher komersial yang
ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan hak akses
multi media pendidikan dan hiburan (edutainment) yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan
tambahan manfaat berupa:
a. tabungan investasi jangka panjang sebagai akses dan

dorongan untuk memperoleh layanan keuangan syariah;
b. diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari;
c. bonus hadiah yang diundi secara periodik;

2. Tabungan Investasi Jangka Panjang adalah sejumlah uang yang
dihibahkan Penerbit Voucher untuk tujuan tabungan investasi
yang baru bisa diambil pokok dan bagi hasilnya setelah jangka
waktu tertentu;

3. Diskon adalah pengurangan harga jual suatu produk atas
kerjasama Penerbit Voucher dengan pihak lain;

4. Bonus hadiah adalah hadiah berupa uang atau barang yang
bersumber dari pihak ketiga atau sponsor yang akan diberikan
kepada sebagian konsuinen melalui undian;

5. Ighra' adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang
lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau
transaksi dalam rangka memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Kedua Ketentuan Hukum
Transaksi Jual Beli Voucher Multi Manfaat Syariah boleh dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Transaksi
1. Syarat Penjual/Penerbit Voucher:

a. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual
obyek akad (manfaat voucher/mabi ');

b. Telah memiliki kemampuan dan saran a pendukung teknis
(termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan
pelaksaanaan manfaat voucher;
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2. Syarat Pembeli:
a. Memiliki pengetahuan yang memadai atas obyek akad;
b. Cakap hukum (mukalla.f);

3. Syarat Obyek Akad (harga dan manfaat voucher):
a. Jelas dan dapat terukur; .
b. Halal dan thayyib; dan
c. Dapat diserahterimakan pada saat akad atau pada saat

disepakati;

4. Penerbit Voucher boleh menentukan:
a. Batas waktu pernanfaatan voucher; dan
b. Syarat-syarat atau ketentuan yang terkait manfaat voucher

untuk memperoleh bagi hasil tabungan investasi jangka
panjang dan bonus yang berupa hadiah;

5. Tambahan manfaat berupa tabungan investasi jangka panjang
dilakukan berdasarkan akad hibah (pemberian) yang dijanjikan
oleh Penerbit Voucher kepada konsumen. Tabungan Investasi
Jangka Panjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Ditempatkan pada bank syariah dan dapat diakses oleh
konsumen; dan

b. Pihak Penerbit Voucher dan pihak bank harus menjamin
keamanan dana investasi konsumen yang ada di rekening
bank;

6. Tambahan manfaat berupa bonus dalam bent uk hadiah dilakukan
berdasarkan akad hibah dan harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Hadiah bersumber dari pihak ketiga atau sponsor, bukan

bersumber dari Penerbit.dan/atau Penjual Voucher;
b. Hadiah dapat berupa uang atau barang yang aman

(terproteksi) secaraoperasional dan teknologi, yang
pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah serta
tidak menimbulkan ighra ';

c. Proses undian harus dilaksanakan secara jujur dan transparan
serta sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berIaku; dan

Keempat Penyelesaian Perselisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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Kelima Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta
disempurnakan sebagaimana mestinyajika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 22 Des e m b e r 2015 M.

10 Rabi' al-Awwal 1437 H.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESI

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia













Kartu Diskon Lingkup Perdagangan (kamar dagang) 

Segala puji bagi Allah yang maha Esa, sholawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi yang 

terakhir: 

Komite Tetap Riset Ilmiah dan Penerbitan Fatwa telah meninjau apa yang dilaporkan kepada 

Yang Mulia, Mufti Agung, dari penanya: Yang Mulia Sekretaris Jenderal bidang perdagang dan 

Industri di Qassim, yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Agung Majelis Ulama, 

No. (3678), tanggal 7/5 1417 H, dan penanya bertanya pertanyaan sebagai berikut: 

Kami telah memasarkan kartu diskon bekerja sama dengan sebuah lembaga untuk melayani 

pengusaha di daerah, dan kami telah melihat fatwa yang melarang berurusan dengan jenis kartu 

ini, kami ingin mengklarifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan kartu ini agar Yang Mulia 

dapat melihat dengan jelas, sekiranya lingkup perdagangan dan Industri di wilayah Qassim telah 

setuju dengan salah satu lembaga untuk mengeluarkan kartu diskon tahunan, dengan imbalan 

seratus 100 riyal untuk anggota, dan seratus lima puluh 150 riyal untuk non-anggota, bagian 

untuk pemilik adalah 20% bersih, dan sisanya untuk institusi, dengan syarat harus setuju kepada 

institusi terkait tentang diskon tertentu. karena itulah dikeluarkan panduan yang mencakup 

semua nama peserta dalam kartu diskon ini mulai dari hotel Toko, restoran, apotek , dan apotik 

rumah sakit, menunjukkan persentase diskon, dan kartu cek gratis di beberapa apotik, tanpa 

lembaga yang menerbitkan kartu tersebut menanggung beban keuangan apa pun sebagai akibat 

dari diskon kepada pembeli.  

Perhatikan bahwa beberapa instansi memberikan diskon dari harga dasar yang 

ditatawarkan, dan instansi menawarkan kartu dan melakukan semua yang diperlukan untuk 

mengirimkan kartu setelah diterbitkan kepada penerima dengan panduan yang lengkap bagi 

instansi untuk memasarkan kartu, dan melakukan semua yang diperlukan untuk mengirimkan 

kartu setelah diterbitkan kepada penerima, dengan panduan yamg lengkap untuk instansi, 

mengetahui bahwa Penerbit kartu - lembaga dan instansi- tidak menderita kerugian apa pun dari 

itu kartu itu, yang menanggung persentase diskon , dalam keinginan untuk memenangkan jumlah 

pelanggan terbesar, dan pemilik perusahaan yang berpartisipasi dalam program diskon tertarik 

untuk mengumumkan namanya pada panduan ini, dan pemegang kartu harus pergi ke sana di 



antara toko lain; Untuk memanfaatkan diskon, sebagai bentuk iklan, kartu berlaku selama satu 

tahun, dan diperpanjang dengan biaya yang sama bagi yang ingin melanjutkan.  

Tujuannya adalah untuk melayani anggota lembaga di wilayah Qassim, dan untuk 

memberikan layanan istimewa lainnya kepada mereka, serta memberikan layanan kepada teman-

teman kolega, yang bukan pelanggan, sambil memanfaatkan pusat informasi di lembaga 

(wilayah)  dan memberi mereka informasi apa pun atas permintaan, tetapi permintaan untuk 

kartu wilayah tidak akan terjadi kecuali mereka menemukan layanan seperti diskon dari beberapa 

toko yang berpartisipasi dalam program diskon, mengingat bahwa kebebasan mutlak berkaitan 

dengan berlangganan kartu atau berlangganan oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam 

program diskon, yang diumumkan oleh panduan yang dikeluarkan untuk anggota. Oleh karena 

itu, kami berharap Yang Mulia memberi tahu kami tentang diizinkan atau tidaknya kartu ini, dan 

jika pekerjaan ini tidak diizinkan, kami meminta Yang Mulia untuk membimbing kami tentang 

metode yang diizinkan, karena kami telah memasarkan dan menerbitkan kartu ini. beberapa kartu 

kepada penerima manfaat, dan buktinya telah dicetak, dan karena pentingnya hal ini dan 

penerapannya, kami harap Mohon pertimbangkan dan putuskan dengan cepat. 

Setelah mempelajari referendum, panitia menjawab sebagai berikut: Kartu diskon tersebut di atas 

tidak dapat digunakan untuk penerbitan atau langganan karena beberapa alasan, antara lain: 

Pertama: Ini mangandung unsur penipuan dan risiko. Karena membayar jumlah sebagai imbalan 

untuk mendapatkannya adalah pembayaran tanpa imbalan nyata, karena mungkin kedaluwarsa 

dan pembawa tidak menggunakannya, atau penggunaannya tidak sesuai dengan biaya yang dia 

bayarkan, dan ini adalah penipuan dan risiko, dan Allah berfirman: 

92﴿ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ﴾  النساء :    

Kedua: Termasuk riba. Karena pembayaran sumber persentase diskon kepada pembawanya 

dalam hal pemilik toko menahan diri dari pengurangan adalah riba yang diharamkan, dan 

pengurangan di sini dapat melebihi biaya penerbitan kartu, dan fakta telah membuktikan bahwa 

ini terjadi, dan penerbit didenda. 

Ketiga: Berdampak negatif, antara lain: menimbulkan permusuhan dan kebencian antara pemilik 

toko yang ikut diskon dan yang tidak berlangganan, dengan kemunafikan komoditas yang 

didiskon dan stagnasi barang lain bagi yang tidak ikut diskon ( panduan pengurangan)  



Keempat: Di antara efeknya juga: mendorong pembawa untuk menikmati pembelian, dengan 

imbalan membual tentang membawanya dan tertipu oleh iklan di belakangnya, dan ini 

menyebabkan likuidasi tabungannya, dan peningkatan konsumsi dan pemborosan di dalamnya. . 

wa billahi taufiq, wa sholallahu alan nabi muhammadin wa alaa aalihi wa sohbihi wa sallam 
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